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ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki
kumpulan suku dan budaya paling beragam, Jika sedikit saja salah dalam proses
pengurusannya bukan tidak mungkin keutuhan NKRI tersebuat akan rusak, Untuk itu
dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dari segala macam gangguan perlu adanya
usaha yang serius dan sungguh-sungguh dengan memanfaatkan seluruh potensi yang
ada untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yaitu dalam
wujud bela negara. Sebagai sebuah kebijakan, maka tentu bela negara memiliki dasar
hukum, landasan yuridis, dan regulasi yang tepat.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah
adapun masalahnya adalah Bagaimana konsep bela negara dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam perspektif figh siyasah.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep bela
negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara
dalam perspektif figh siyasah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian ini
menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan sifat penelitian
adalah deskriptif analisis. Menggunakan sumber data sekunder.Teknik pengumpulan
data adalah metode dokumentasi dengan metode pengolahan data editing dan
systematizing. Kemudian data yang terkumpul diolah menggunakan pendekatan
berfikir deduktif. Setelah semua data terkumpul penulis menganalisis secara
kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa konsep bela negara
menurut Updang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara ialah
sistem perljaha“lq yang bersifat Semesta_yang melibatkan s@lDru warga negara,
wilayah dan'sumber daya manusid ea‘aﬁamnya serta dlper5|ap n sejak dini oleh
pemerintah ya \dJseIenggarakan secara total, terpadu, terar an berlanjut untuk
menegakkan kedammmgara keutuhan wilayah daﬁkesei/ matan segenap bangsa
dari ancaman. Kemudian upayeésk alamgsudlyt pandang figh siyasah sendiri
lebih dikaitkan dengan pembelaanterhada@gama atau bisa disebut dengan istilah
jihad, hal tersebut karena fungsi religius dan fungsi politik dalam Islam tidak dapat
dipisah-pisahkan, pada kenyataanya sendiri khalifah di dunia Islam mempunyai
kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Adapun bela
negara atau pertahanan negara relevan dengan Figh siyasah, hal tersebut dibuktikan
bahwa dalam sejarah Islam konsep pertahanan negara telah ada pada masa awal
pemerintahan Islam (pada masa Rasul dan KhulafaurRasyidin). Dan agama Islam
sendiri mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa mencintai negara dan
bangsanya, hingga terdapat ungkapan populer yang mengatakan “Hubbul wathan
minal iman” (Cinta tanah air sebagian dari iman).
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MOTTO

O 18 Va2 phlga s il 6 3

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap
mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar .
(Q.S. Al-Furgan [25]: 52).*

! Departemen Agama RI, Al-qur’an & Terjemahannya Juz 1-30. (Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 1978) h. 567.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memasuki pokok bahasan, penulis menganggap perlu menjelaskan
beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini guna menghindari terjadinya
kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa
skripsi ini berjudul “Konsep Bela Negara dalam Menjaga Keutuhan NKRI dalam
Perspektif Figh Siyasah (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Tentang Pertahanan Negara)”. Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan
sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

Konsep, Merupakan suatu rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan
dari perlstlwa konkrit.? Adapun yang di maksud penulis di sini adalah konsep dalam

Figh Slyasah ngrhgenal bela nega djlfﬂw En\gka menjaga keu’fuban NKRI

Bela N\gaw_rupakan sebuah konsep yagg;ﬂi%Usun oleh perangkat

perundangan dan petingg NE -‘.- fotisme seseorang atau suatu
kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara untuk kepentingan
mempertahankan eksistensi negara. Bela negara dalam makna yang sederhana

diartikan sebagai sikap patriotik, dan refleksi diri dari cinta tanah air yang disertai

?Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi
keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.725.



dengan semangat berkorban untuk menjaga negara dan bangsa dari segala ancaman
baik dari dalam maupun luar.?

Menjaga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempertahankan
keselamatan.* Yang di maksud mempertahankan keselamatan di sini ialah
mempertahankan keutuhan NKRI dari segala macam gangguan dan bahaya.

Keutuhan, Keadaan utuh atau keadaan sempurna sebagaimana adanya atau
sebagaimana semula tidak berubah, tidak rusak, dan tidak berkurang.’

NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu bentuk negara yang
terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan bermacam adat, suku, keyakinan
serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.

Perspektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudut pandang
atau pandangan_ﬂperspektlf dalam hal ini berarti dalam sudut pandan/g Figh Siyasah.

FIQh‘\xas\ah merupakan,sélﬁﬁ’l :}a{_laspek hukum Islam @ng membicarakan

-y
pengaturan dan pengmsan kehidupan manusia dalamdoernegara demi mencapai

kemaslahatan bagi manusia '- sl |th|yasah ini, ulama mujtahid
menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam
hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai ilmu

ketatanegaraan dalam Islam figh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa

® Kusuma, Pengantar Bela Negara untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Penerbit Erlangga,
2018), h.58.

* Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit., h.555.

> Ibid, h 1541.

® Ibid, h 1062.



sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana
cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya,
dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.’

Adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
ialah undang-undang yang membahas tentang hak, kewajiban, dan keikutsertaan
warga negara dalam upaya bela negara yang dalam pelaksanaanya tidak hanya identik
dengan hal yang berbau kemiliteran atau mengangkat senjata, namun juga dapat
dilakukan dengan berbagai upaya di antaranya seperti, pendidikan kewarganegaraan
dan pengabdian sesuai profesi warga negara.

Berdasarkan penjelasan istilah di atas dapat disimpulkan bahwa yang di
maksud dengan pengertian judul “Konsep Bela Negara Dalam Menjaga Keutuhan
NKRI Dalam Perspektif Figh Siyasah (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara)” ialah melakukan p/elnelltlan ilmiah,

mengkaji, rf\nalaah dan memberﬂrﬂaﬁgan\ berdasarkan F|9h }(yasah mengenai

konsep bela negara dEIam—rangka menjaga keutuhan NKﬁHe’ﬁadap Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2002 tantang

" Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014) h.4.



B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul skripsi tersebut adalah:
1. Alasan Obyektif

NKRI berdiri tegak dengan kedaulatan penuh atas wilayah nasionalnya
berikut seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, NKRI berhak untuk mengatur
dan mengurus dirinya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, atas dasar itu
penyelenggaraan bela negara perlu dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup
bangsa dan negara dari ancaman secara internal maupun eksternal, dalam hal ini
penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana proses pelaksanaan
bela negara dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dan bagaimana pandangan figh
siyasah sendiri mengenai hal tersebut.
2. Alasan Subyektif

a. unt k menambah wawasan dan pengetahuan tentang Kon§fp Bela Negara

dalar I\K@aga Keutuhan @ D // /

b. Tersedlanya i‘Ffeﬁfur yang menunjang untuk peﬂye&salan skripsi ini.

sedang dijalani penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah.



C. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang wilayahnya
terdiri dari ribuan pulau, memiliki kumpulan suku dan budaya paling beragam, Jika
sedikit saja salah dalam proses pengurusannya bukan tidak mungkin keutuhan NKRI
tersebuat akan rusak baik itu penyebabnya secara internal maupun eksternal, tentunya
hal tersebut sangat tidak kita kehendaki.

Untuk itu dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dari segala macam
gangguan perlu adanya usaha yang serius dan sungguh sungguh dengan
memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mempertahankan kelangsungan hidup
bangsa dan negara. Usaha untuk menyelamatkan bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia merupakan bagian dari hak dan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia
yang dikenal dengan istilah bela negara.?

Mer@enal konteks bela negara di dalam Al-Qur’an secara ;T:kstual memang
kebanyakan r\e%l ayat nya le ﬂa@/@ﬁ\mengarah ke |st|Ia,h /y/had fi sabilillah

\ -
(Jihad di jalan Allah)x ' g e

Tentunya dalam ra -
mungkin dapat tercapai dengan tidak adanya kecintaan suatu bangsa terhadap tanah
airnya dengan kesungguhan dari rakyat dan para pemimpin untuk menjaga persatuan
dan kesatuan negara tercinta kita ini. Bela negara merupakan salah satu bentuk cinta

tanah air, dan harus dibuktikan dengan praktik bukan hanya dibuktikan melalui

® Sunarso, et. al. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Yogyakarta: UNY
Press, 2006), h. 42.



ungkapan populer Hubbul wathan minal iman (Cinta tanah air sebagian dari iman)
belaka.

Terkait bela negara, salah satunya yaitu berjuang mempertahankan kedaulatan
negara. Ketaatan pada ulil-amri (pemerintah) memiliki dasar hukum ayat Al-Quran.
Allah Swt berfirman:

R T 331 O T kel 6 Tl T3kl il i

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 59).°

Termasuk menjadi sebuah wujud dari ketaatan kepada pemimpin atau
pemerintah, misalnya ketika pemerintah memerintahkan rakyatnya untuk
mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan pihak lain, bahkan dengan
mengangkat senjata/berperang, dimana dalam konteks Indonesia sendiri sudah jelas
bahwa perintah bela negara telah diatur pelaksanaanya dalam konstitusi negara
Indonesia dan rakyat wajib mematuhinya sebagai wujud dari ketaatan seperti yang
dijelaskan dalam ayat tersebut.

Dalam Ayat lain Allah Swt juga berfirman:

D T

FMJ\UAJ\J\L;\(J&"amdwgbﬁ\essdﬁmesm\y\;wﬂ\@u
\,me\mdgs , j;“ugms\ s sl xia maﬁ\z\wuﬂ\b‘)@u

) 3
T e 0K L A5 T 65 s eS;i’c 38 Jailas Ll Like &0
¥4

% Ibid. h.128.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman apakah sebabnya apabila dikatakan kepada
kamu, ‘Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah’, kamu merasa
berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan
di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di
dunia ini (dibanding dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika
kamu tidak berangkat untuk berperang niscaya Allah akan mengazab kamu
dengan azab yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain dan
kamu tidak akan memberikan kemudaratan padaNya sedikitpun. Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. al-Taubah [9]: 38-39).

Dalam ayat ini dijelaskan tentang bagaimana Rasulullah Saw. pernah menyeru
kaum muslimin untuk berangkat berperang, tetapi mereka merasa keberatan untuk
berangkat. karena atas keberatannya itu padahal sebelumnya kaum tersebut telah
diminta untuk berangkat berperang. Kemudian Allah Ta’ala mengancam orang yg
tidak berjihad tersebut. Maka Dia berfirman, “Jika kamu tidak berangkat, niscaya
Allah mengazabmu dengan azab pedih.” Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw.
Meminta kepada penduduk Arab supaya berangkat. Lalu mereka merasa berat. Maka
Allah menahan hujan dari mereka. Itulah azab untuk mereka.'* dari penjelasan
tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa betapa pentingnya jihad di jalan
Allah sehingga bagi siapa saja yang tidak menjalankan perintah Allah tersebut
diancam dengan azab dan siksa yang pedih. Kemudian dalam ayat lain Allah
mengancam terhadap siapa saja yang lari dari peperangan, dengan ancaman neraka
bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut.

Allah Swt berfirman:

"% 1bid. h. 284.
" Muhammad Nasib ar-Rifa’i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, (Jakarta, Gema Insani
Press,1999), h. 606.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu dengan orang-orang
kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi
mereka (mundur). Barangsiapa yang mundur di waktu itu kecuali berbelok
(untuk siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan
yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa

kemurkaan dari Allah dan tempatnya ialah neraka jahannam. Dan amat
buruklah tempat kembalinya. (QS. Al-Anfal [8]: 15-16)."2

Dalam ayat-ayat di atas telah dijelaskan tentang betapa pentingnya berjuang di
jalan Allah dan mentaati perintah pemimpin, sehingga ketika seorang pemimpin yang
telah disepakati bersama oleh rakyatnya kemudian membuat suatu kebijakan atau
suatu keputusan manakala hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan syariat
Islam maka wajib bagi rakyat untuk mentaati dan melaksanakan kebijakan atau
perintah dari pemimpin tersebut, adapun dalam hal ini yaitu menjaga dan membela
kedaulatan negara. Bahkan telah dijelaskan juga dalam ayat-ayat di atas tentang
ancaman dan hukuman dengan azab dan siksa yang pedih Oleh Allah kepada mereka
yang enggan melaksanakan perintah Rasulullah pada saat mereka diperintahkan untuk
berangkat berperang,

Kemudian berjuang untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan. Seperti
yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai keragaman,
baik agama, bahasa, suku, budaya dan sebagainya, sesuai Firman Allah Swt dalam

Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

'2 Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 178.



] §~’;/ SNy ey -w Yo AN - - lag . &
vie a1 ¢ T3l Qi U sals Kilany Lly &5 0 L& G) u;‘;d‘f@\-*
V¥ ed Ao ) ) 2KE) A

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal. (QS. Al-Hujurat [49]: 13)**

Hal tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di negara kita ini yang
merupakan suatu negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya sangat
beragam, oleh karena itu keragaman inilah yang harus kita jaga, yang karena atas
dasar inilah kemudian muncul istilah Bhinneka Tunggal Ika.

Dari beberapa sumber hukum tersebut maka tidak dijelaskan secara rinci
mengenai dasar hukum bela negara, tetapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya

kebanyakan pembahasan ayat nya lebih membahas tentang perintah untuk dan jihad fi

sabilillah (jihad di jalan Allah).

Untuk jamin kelan hidUp Bangsa dan negarad maka penalaran bela
TRl TR M) s 9o g gl p

negara sebagai substansinygs=ia a[a sebagai penyelenggaraannya

'un bina bel

harus dialirkan dari arahan yangterkandung dalam UUD 1945 pasal 30 sebagai
landasan konstitusionalnya. la harus dialirkan dari jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45
yang tumbuh dan berkembang semasa perjuangan fisik untuk merebut dan

menegakkan kemerdekaan.'*

3 Ibid. h. 847.
4 Letkol Dr. Kusuma, Loc.Cit.



Adapun mengenai kepada siapa kewajiban bela negara itu dibebankan, hal
tersebut dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi: “Setiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”, kemudian
dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Oleh
sebab itu, setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak dan kewajiban yang
sama dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Adapun yang dimaksud dengan
warga negara, ialah orang-orang Indonesia baik asli maupun keturunan yang tunduk
pada hukum dasar Indonesia dan hukum-hukum lain yang mengikutinya, baik tinggal
di wilayah NKRI, maupun yang berada di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian,
yang berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan terhadap negara itu tidak hanya
terbatas pada kalangan angkatan bersenjata saja seperti yang selama ini sebagian

masyarakat, pahami mengenai bela negara yang selalu identik dengaglhal yang berbau

o

B,
militer dah\mengangkat sentat/a H\{ﬁmkan seluruh war /ev negara wajib

\\ o
mempertahankan kean?afﬁan negara £ S

Atas dasar permasala
bagaimanakah penerapan konsep bela negara dalam menjaga keutuhan NKRI sendiri,
karena dalam praktiknya sendiri banyak masyarakat yang mengalami
kesalahpahaman tentang apa itu arti bela negara dan bagaimana penerapan bela

negara itu sendiri.

> Sunarso, et. al. Op.Cit. h.44.



D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana konsep bela negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara ?
2. Bagaimana relevansi konsep bela negara dalam Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dengan Figh Siyasah ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana konsep bela negara dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi konsep bela negara dalam Undang-

_ .
Unhan‘“Qlomor 3 Tahun, /fO(ﬁ tgnt\ang Pertahananﬂjggaj}a dengan Figh
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2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Secara Teoritis
1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian informasi dalam
rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kenegaraan,

khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.



2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang Bela Negara,
khususnya yang berkaitan dengan upaya bela negara menurut sudut
pandang Figh Siyasah di lingkungan akademis perguruan tinggi dan
sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.

b. Kegunaan Secara Praktis

1) Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.

2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.

3) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih
gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung.

F. Metode Penelitian

Meﬂpde‘panelltlan adalah /jua 9ara atau jalan yang g dnlgunakan dalam
mencari, me\ggéhkmengolah an mem ahas data dalam/sdatd penelitian untuk

R

memperolen dan membahas a penelii§§ut. Metodologi mempunyai

<

beberapa pengertian, yaitu logika darl penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan
teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan
hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu,



penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis,

dan konsisten.® Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research),

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data
dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan
perpustakaan.” Data diperoleh dengan cara mengkaji literatur-literatur dari
perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini, yaitu literatur yang
berhubungan dengan pembahasan skripsi ini dan literatur yang lainnya yang
mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dikaji.

b) Sifat Penelitian

Pen{a\lman\lnl bersifat deskr tif anali §|s yaitu suatu m;&ade cjialam penelitian
y

yang bertUJuﬁQn\uk membuat [D Etja?‘r?baran atau Iukjéa,n/ secara sistematis,

faktual, dan akurat mengepai akta fakta, S|fat- serta hubungan antarfenomena

yang diselidiki. Dalam penelltlan ini akan mendeskr|p3|kan tentang Konsep Bela

Negara Dalam Menjaga Keutuhan NKRI.

2. Data dan Sumber Data

16 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 17.
17 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. 1V, (Bandung: Maju Mundur,
1990), h. 33.



Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka), sedangkan sumber
data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.’® Data ini dapat dikategorikan
sebagai data sekunder, karena sumber data pada penelitian kepustakaan pada
umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian mendapatkan
bahan dari tangan kedua dan bukan merupakan data asli dari tangan pertama di
lapangan. Adapun yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh
dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek
penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan
peraturan perundang-undangan.*®
Yang terdiri dari :

a) Bahan hukum Primer, Yaitu bersumber dari UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 yang

mengamanatkan kewajiban tiap-tiap warga negara ikut serta dalam usaha

pertahaQan dan kemanan negara, Undang Undang Nomor 3 Tabuﬁn 2002 tentang

Pertahaﬁa\ negara Al-qur an/@-lgd ‘/ //,

c) Bahan hukum tersier, yaitu bersumber pada kamus, enslikopedi yang berkaitan

dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi 1V,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.
1% Zainuddin Ali, Op.cit., h.106.



Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi,
yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari mencari dan mengumpulkan
dokumen-dokumen yang ada atau catatatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa
catatan, transkip, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Untuk
mengumpulkan data yang dimaksud tersebut digunakan teknik studi kepustakaan
(library research). Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat,
menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan

pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang terkait degan penelitian ini terkumpul, kemudian
dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara:
a) Pemeriksaan data (editing) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah

dikump(]fkam\melalui studi pggtaka serta dokumen mauguﬁfsﬁ]mber lain yang

) &b N % = J
s h f - “a ¥ /
berhubun\ga\\n_\d\engan permasél'ahgw gggr’dafa tersebut jelas,{fan/ tidak meragukan,

o
o

sehingga kekuranganh a-dapat dilengkapi atau_diperbaiki.

b) Sistematika data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka

sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

5. Metode Analisis Masalah
Metode analisis masalah yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan
dengan penelitian yaitu Konsep Bela Negara Dalam Menjaga Keutuhan NKRI Dalam

Perspektif Figh Siyasah yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif dengan



pendekatan berpikir deduktif. Dimana metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir
dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian pengertian atau fakta-

fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat

memecahkan persoalan kasus.”

%% Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditia
Bakti,2004). H.127.



BAB II

BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Negara dalam Figh Siyasah

Definisi negara secara istilah dapat diartikan dengan organisasi tertinggi di
antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di
dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Definisi atau
pengertian tersebut tampaknya dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam penelitian
ini guna melacak istilah negara dalam khazanah Islam. Sebab dalam kajian Islam
sendiri istilah negara dapat bermakna Daulah, Khilafah, Imamah, Hukumah, dan
Kesultanan.”!

Berdasarkan wacana figh siyasah, kata imamah biasanya diidentikkan dengan

khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara

o

—
o,
y

sedangkan istilah
@ y
khilafah lebih m%unaannya dalam masyarakat_Sumiri. Hanya saja terdapat

Islam. Istilgh i%émah banyak d/w@;jjalﬁrt:ﬁil kalangan Sy#

perbedaan mendasar antafa-kedliangli

lam-memahami imamah. Kelompok
syi’ah memahami memandang bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran
agama, sedangkan sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa

pemikir sunni juga menggunakan terminologi imamah untuk pembahasan tentang

21Negaral dalam  Perspektif =~ Figh  Siyasah”  (On-Line), tersedia  di
http://digilib.uinsby.ac.id/970/5/Bab%202.pdf (17 Mei 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah.


http://digilib.uinsby.ac.id/970/5/Bab%202.pdf

khilafah. Hal ini antara lain dilakukan oleh Abu al-hasan al-Mawardi. Diantara
pemikir sunni modern juga ada yang menggunakan terminologi al-imamah al-Uzhma
untuk pengertian ini, seperti terlihat dalam tulisan ‘Abd al-Qadir ‘Audah dan
Muhammad Rasyid Ridho. %

Khilafah menurut Ibn Khaldun ialah “tanggung jawab umumnya yang
dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan
akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah
tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat.
Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syariat (Rasulullah saw.) dalam
memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.” Pengertian ini sama hal
nya dengan pengertian imamah secara terminologi. Imamah adalah “kepemimpinan
menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai

pengganti fungsi Rasulullah saw”. Senada dengan dikemukakan %eh Al-Taftazani

,_.

B,
sebagai dlkﬁt\p\oleh Rasyid Rlda, iﬁl B@mgh adalah kepemlm&r{an umum dalam

\ o
urusan agama dan d‘unﬁryaknl suatu khilafah yang dlwarfsfdan Nabi” 2

, menurut para fugaha’ sendiri
mempunyai dua fungsi, yaitu untuk memelihara agama Islam dan melaksanakan
hukum-hukumnya, serta untuk menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas

yang digariskan Islam. Menurut al-Mawardi, imamah dibutuhkan untuk

22 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014). h. 149.

2% Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta: Penerbit
Ombak, 2014), h.48.



menggantikan kenabian dalam rangka pemeliharaan agama dan pengaturan
kehidupan dunia.?* Sejalan dengan pandangan al-Mawardi, ‘Audah mendefinisikan
bahwa khilafah atau imamah adalah kepemimpinan umum umat Islam dalam
masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad
saw, dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib
dilaksanakan oleh segenap umat Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan institusi negara
atau dalam konteks figh siyasah disebut dengan istilah khilafah ataupun imamah
memiliki fungsi yang mencakup kepemimpinan umum dalam urusan agama dan
dunia, lebih jelasnya, dalam urusan agama dalam rangka untuk memelihara agama
Islam dalam melaksanakan hukum-hukumnya, sedangkan dalam urusan dunia dalam
rangka menjalankan politik kenegaraan sesuai yang diatur dalam Islam.

KemudiEE pendefinisian khilafah dan imamah tersebut Imemperlihatkan

,_

adanya hubquQn tlmbal balik anta{rg a@a@\dan negara; yaltu s‘a/llr{g membutuhkan

/‘/

\
dalam perkembanganemasmg ‘masing. Walaupun aﬁtafer“memellhara agama dan

as yang berbeda, namun antara urusan

mengatur dunia merupakanu bigang aktif
agama dan urusan negara atau politik tidak dapat dipisahkan. Di dalam Al-qur’an
memang terdapat banyak penggunaan kata al-dunya dan al-akhirat yang dipasangkan

dan digambarkan sebagai dua kutub yang dikotomi bagi dari segi konseptualnya

2% Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, (Bekasi: PT Darul Falah, 2017), h.1.



maupun aktifitasnya. Tapi ditekankan pula, aktifitas urusan agama dan urusan dunia
harus dibuat seimbang, tidak boleh timpang, keduanya saling terkait.?®

Tinjauan terhadap hubungan antara Islam dengan politik dan sistem
kenegaraan pada masa awal Islam mengungkap fakta sejarah yang sangat kaya
sekaligus sangat kompleks, bahwa setelah hijrah ke madinah, Nabi Muhammad Saw
membangun sebentuk negara kota (city state) yang bersifat ketuhanan. Sejak
berdirinya negara Madinah yang memiliki konstitusi tertulis pertama di dunia
(Piagam Madinah, Mitsaq al-Madinah) Nabi Muhammad Saw sudah bertindak
sebagai kepala negara. Selain mengangkat pejabat-pejabat negara, termasuk sejumlah
gubernur (wali) di berbagai wilayah, Beliau juga menjalankan syariat Islam terhadap
seluruh warga negara. Nabi Muhammad Saw tidak menggunakan hukum adat, hukum
Persia, ataupun hukum Romawi untuk memutuskan perkara (mengadili) di antara
rakyatnya.?® 4
DaIaﬁQpandangan Islam @a}{_gsnrehglus dan fungs}:olltlk imam atau

khalifah tidak dapat‘daprsah pisahkan satu _sama Iam*—ﬁnfara keduanya terdapat

hubungan timbal ballkng sekal alangan pemikir-pemikir Islam
pandangan ini begitu kental hingga awal abad ke-20. Sementara dalam praktiknya,
para khalifah di dunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan
pemimpin politik sekaligus. Kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan di

kalangan pemikir modern bahwa Islam merupakan agama dan negara sekaligus,

25 suyuthi Pulungan, Op.Cit.h. 49.
2% Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam
(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 80-81.



sebagaimana antara lain dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa (al-islam din wa
dawlah). Barulah ketika kekhalifahan Turki Usmani melemah dan dihancurkan oleh
Musthafa Kemal Ataturk (1924), timbul wacana pemisahan antara kekuasaan agama
dan politik dalam dunia Islam. Ataturk melepaskan segala yang berbau agama dalam
kehidupan Turki modern. Pandangan demikian juga terdapat pada Thaha Husein.?’

Agar kepemimpinan Islam (imamah atau khilafah) tersebut berlaku efektif
dalam dunia Islam, maka umat Islam membutuhkan pendirian negara untuk
merealisasikan ajaran-ajaran Islam.

Secara lebih spesifik, Mac Iver merumuskan bahwa suatu negara harus
memenuhi tiga unsur pokok, yaitu pemerintahan, komunitas, atau rakyat dan wilayah
tertentu. Tiga unsur ini tentu perlu ditunjang dengan unsur-unsur lainnya seperti
adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional.?

Negara ﬂbutuhkan dalam agama Islam untuk mereahsamkgp wahyu-wahyu
Allah, makaQIam\ memandang b@ r@g{%’ahanyalah merupaka /afat bukan tujuan

\
itu sendiri. Karena mempakan alat, para ulama: berbedaﬂpendapat tentang landasan

berdirinya negara dalam Islam Mep 12 ﬁrd|, pendman negara ini didasarkan
pada ijma’ ulama, adalah fardhu kifayah. Pandangannya didasarkan pada kenyataan
sejarah al-Khulafa al-Rasyidun dan khalifah-khalifah setelah mereka. Pandangan ini

juga sejalan dengan kaidah yang menyatakan ma la yatimmu al-wajib illa bihi,

fahuwa wajib (suatu kewajiban tidak sempurna terlaksana kecuali melalui alat atau

2" Muhammad Igbal, Loc. Cit.
% bid. h. 151.



sarana, maka alat atau sarananya itu hukumnya juga wajib). Artinya menciptakan dan
memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya
kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka hukum pendirian negara juga wajib
(fardhu kifayah),

Pandangan senada juga dianut oleh juris sunni lainnya, Al-Ghazali.
Menurutnya, agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik
(negara) adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan yang erat; politik tanpa
agama dapat hancur, sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik dapat hilang dalam
kehidupan manusia. Kekuasaan politik atau negara merupakan penjaga bagi
pelaksanaan agama. Oleh karena itu, pembentukan negara bukanlah didasarkan pada
pertimbangan rasio, melainkan berdasarkan perintah syar 7.2
Diungkapkan oleh M. Tahir Azhary bahwa hubungan antara agama, negara

dan hukum.\dalam perspektif al-dinul Islam, agama, negara dan hyrum merupakan

satu totallta\yag tidak mungkin iﬁp‘}afnﬁan\ Agama adalah lfh/tl/darl negara dan

/‘/

hukum dan sekahgusp&l*armengatur kehidupan negaradMerupakan sumber hukum

bagi peraturan perundanguna gan (0 dan menglkat masyarakat.

Lebih lanjut dalam konteks Indonesia, Islam adalah agama yang dianut
mayoritas bangsa. Maka sesuai dengan teori kepentingan (public interest theory)
dalam hukum tata negara, salah satu tugas dan kewajiban negara adalah

mengakomodasi dan memerhatikan keinginan dan kepentingan para warganya dalam

2 pid. h. 151-152.



hal ini antara lain keinginan dan kepentingan umat Islam di Indonesia supaya hukum
Islam berlaku secara kaffah (sempurna) di Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
Terdapat enam argumen tentang wajibnya mendirikan negara dikemukakan
oleh pemikir modern aktivis al-ikhwan al-Muslimun, Abd al-Qadir ‘Audah, yaitu
pertama, Khilafah atau imamah merupakan sunnah fi’liyah Rasulullah Saw
sebagaimana pendirian negara Madinah. Dalam negara ini beliau menciptakan satu
kesatuan politik dan menyatukan umat Islam di bawah kepemimpinannya. Kedua,
umat Islam khususnya para sahabat nabi, sepakat (ijma’) untuk memilih pemimpin
negara setelah wafatnya Rasulullah Saw. Seandainya pada waktu itu para sahabat
berbeda pendapat tentang penggantian Rasulullah Saw, tentu saja pendirian negara
tidak mereka sepakati. Ketiga, sebagian besar kewajiban syariat tergantung pada
adanya negara. Kemaslahatan yang hendak diciptakan oleh Islam tidak akan terwujud
tanpa sarananya Jadi negara merupakan sarana untuk menuptakan g?maslahatan dan

menolak kefx1\daratan dalam kehid ﬁ_;ggrﬂ]ﬁ_r}usqa Keempat, nashL /aéh Al-qur’an dan

hadits nabi send|r| n%ﬁglsyaratkan tentang wajlbnya*ﬂmendlrlkan negara, seperti

dalam surat An-Nisa’ ayat59 yang menga .-"4}‘.“-:‘ “Taatilah Allah dan taatilah rasul-
Nya serta ulil amri di antara kamu”. Ulil amri dalam ayat ini adalah pemimpin negara
yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan di kalangan umat Islam. Sementara
hadits nabi di antaranya menyebutkan bahwa di antara bentuk ketaatan kepada Allah

adalah mematuhi beliau, dan di antara bentuk kepatuhan kepada dirinya adalah

mematuhi para pemimpin umat Islam. Juga hadits yang mengatakan bahwa orang

%0 |wan Satriawan, Siti Khoiriah, 1lmu Negara (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), h.116.



muslim yang mati tidak membaiat imam, maka matinya dalam keadaan jahiliah.
Kelima, sesungguhnya Allah menjadikan umat Islam sebagai satu kesatuan,
meskipun berbeda bahasa, suku bangsa, dan warna kulitnya. Perbedaan ini tidak
boleh menjadikan mereka berpecah dan berselisih paham. Karena itu umat Islam juga
merupakan satu kesatuan politik. Keenam, konsekuensi dari kesatuan poltik ini
adalah bahwa umat Islam harus memilih dan mematuhi satu pemimpin tertinggi.**

Di samping itu, ‘Audah juga mengemukakan argumentasi Kkewajiban
mendirikan suatu negara secara akal. Menurutnya, mewujudkan pemerintahan dalam
masyarakat Islam merupakan kebutuhan bagi masyarakat itu sendiri. Sebab, manusia
secara pribadi tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya mencapai
kemaslahatan. Mereka membutuhkan negara untuk menciptakan kemaslahatan di
antara mereka dan menghilangkan persengketaan di antara me‘reka.32

Dari_ uralan tersebut dapat disimpulkan bahwa baik secara akg! maupun syar’i,
mendirikan Y\g;ré merupakan wzﬁ@a@ gﬂ‘ua\b Islam. Negara mer })ékan sebagai alat

\
bagi umat Islam untEk>dapat melaksanakan ajaran aj&ﬁaﬁ“t“fam kekuasaan politik

atau negara merupakan .vﬂ’ agama, sehingga tujuan syara’
menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan dapat terlaksana dalam

masyarakat.

%1 Muhammad Igbal, Op.Cit. h. 153.
% 1bid. h.154.



B. Dasar Hukum Bela Negara
Beberapa dasar hukum mengenai bela negara baik berupa Firman Allah dalam
Al-Qur’an maupun berupa hadits, sebagai berikut:
1. Al-qur’an
Pembicaraan mengenai konteks bela negara di dalam Al-Qur’an secara
tekstual memang kebanyakan redaksi ayat nya lebih banyak mengarah ke istilah
jihad fi sabilillah (jihad di jalan Allah). Pernyataan di dalam Al-Qur’an untuk
melakukan jihad sendiri telah ada sejak Al-Qur’an diturunkan pada periode
Mekah, disebutkan dalam firman Allah swt sebagai berikut:
O 1 Ve 1y ph g G Tl o
Artinya: Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah
terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar. (Q.S. Al-
Furgan [25]: 52).%

Firman Allah dalam Al-Qur’an tentang perintah melakukap jihad telah ada

B,
sejak Ar\ur an diturunkan I@pg E)ge\}y[ekah Ayat Al Qy an tentang jihad

\
yang paling awaTTmerunkan dan menggunakan |strl"&h’“1|had” Ayat ini menurut

Islam sudah diperintahkan jauh sebelum adanya perintah untuk melakukan
perang, karena perintah perang baru disampaikan pada periode Madinah, tanggal
17 Ramadhan tahun kedua hijriah yang dikenal dengan peristiwa perang badar.

Berdasarkan Firman Allah di atas serta fakta sejarah tentang peperangan dalam

%% Departemen Agama RI, Al-qur’an & Terjemahannya Juz 1-30. (Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 1978) h. 567.



Islam dapat dinyatakan bahwa jihad yang pertama kali diperintahkan Al-Qur’an
pada dasarnya bukanlah jihad dalam pengertian perang (al-qgital).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengertian jihad menurut Al-Qur’an
tidak hanya terbatas pada hal yang berhubungan dengan peperangan saja, karena
perintah jihad dalam Al-Qur’an yang pertama kali diturunkan sendiri tidak
mengarah kepada jihad dalam pengertian perang.

Adapun jihad dalam konteks peperangan tidak serta-merta dilakukan tanpa
adanya penyebab, sebab diizinkannya berperang sendiri telah dijelaskan Allah

melalui firman-Nya dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

tha o 8 2
YA Duadl 28 jiai e Al Ol ‘y& 25l 05l Gl 53
Artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena

sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-
benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Q.S. AI-Hajj [22]: 39).%

Aalan\'r ‘ayat tersebut dl] % pahwa salah sat’u*;eb;ib jihad (dalam
konteks pe\rgﬁ#dﬂzmkan Allah bagi umat |slam_msebﬁ6kan karena mereka

‘ﬁm diizinkan dalam Al-Qur’an

dizalimi oleh orang<
dinyatakan bahwa mereka diusir dari kampung halaman mereka tanpa ada alasan
yang jelas. Sementara salah satu tujuan dari jihad sendiri ialah untuk mencegah
merajalelanya kezaliman, maka atas dasar itu diperkenankanlah jihad dalam

konteks perang demi melawan kezaliman tersebut.*®

** Ibid. h. 518.
%% Rohimin, Jihad Makna & Hikmah, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006). h. 101.



Kemudian berjuang untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan.
Seperti yang kita ketahui, dalam hal ini Indonesia merupakan negara yang terdiri
dari berbagai keragaman, baik agama, bahasa, suku, budaya dan sebagainya,
sesuai Firman Allah swt dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa
Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan
hanya itu, Allah juga menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar
kita semua saling kenal-mengenal, bukan untuk saling bercerai-berai ataupun
berpecah-belah. Hal tersebut sangat sesuai dengan konteks negara Kita yaitu
Indonesia.

Multikulturalisme merupakan fakta yang tergelar di hadapan, sebab
masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dan multikultur dengan
beragam etnis dan budaya. Dalam kondisi demikian, yang dibutuhkan bukanlah
monokL(jturallsme tetapi multikulturalisme, bukan pembauran t%apl pembaruan,

/———'1
bukan ko-ek 5|sten5| tetapi pr@i@\@kam sikap eksﬁuS/ifmelainkan sikap
inklusif, bukan asi tetapl interaksi.. - Bukaﬁﬁ‘;fug/kemajemukan demi

kemajemukan, atau JRan' sekdgar warna-warni , tetapi kemajemukan
yang dibangun di atas landasan multikulturalisme yang partisipatorik dan

emansipatorik. Dengan bahasa lain,



keragaman seharusnya menjadi alat integrasi bangsa apabila sejak dini
kesadaran multikultural telah mapan dan menjadi bagian dari komitmen bersama
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.®

Indonesia merupakan negara yang paling beragam, terbentang dari sabang
hingga merauke tersebar berbagai macam suku, adat dan budaya yang berbeda-
beda namun tentu saja tetap dalam satu bingkai yang utuh yaitu Pancasila dan
Bhineka Tunggal ika, dan tentu saja keragaman itu tetap harus dijaga tanpa harus
membedakan antar golongan, ras dan warna kulit seperti yang telah dijelaskan
dalam Firman Allah tersebut dalam surat Al-Hujarat ayat 13.

Kemudian seperti yang kita ketahui ketaatan terhadap ulil-
amri (pemerintah) memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Quran, kita sebagali
umat islam wajib taat dan patuh kepada pemimpin atau pemerintah yang sah dan
yang telah kita sepakati bersama. Termasuk menjadi sebuah wujud dari ketaatan
kepada pemimpin atau pemerintah, misalnya ketika pemerintah memerintahkan
rakyatnya untuk mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan pihak lain,
bahkan dengan mengangkat senjata/berperang, dimana dalam konteks Indonesia
sendiri sudah jelas bahwa perintah bela negara telah diatur pelaksanaanya dalam
konstitusi negara Indonesia dan rakyat wajib mematuhinya sebagai wujud dari

ketaatan. seperti yang dijelaskan dalam ayat sebagai berikut :

*®*Masnus Tahir, “Menjadi Muslim Di Negara Multikultural: Dinamika, Tantangan dan
Strategi dalam Perspektif Figh Multikultural” Jurnal Al-‘Adalah Vol. 14, No. 2, 2017, h. 264-265,
Mengutip, Sultan Syahrir, “Mulitkulturalisme: Perspektif Normatif dan Historis”, Jurnal Analisis 13,
no. 2, (2013), h. 294-295.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 59).%

Dalam Ayat lain Allah Swt juga berfirman:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman apakah sebabnya apabila dikatakan
kepada kamu, ‘Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan A/lah’, kamu
merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas
dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat?
Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibanding dengan kehidupan)
di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang
niscaya Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih dan
digantinya (kamu) dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan
memberikan kemudaratan padaNya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu. (QS. al-Taubah [9]: 38-39).%

Dalam ayat ini dijelaskan tentang bagaimana Rasulullah Saw. pernah
menyeru kaum muslimin untuk berangkat berperang, tetapi mereka merasa
keberatan untuk berangkat. karena atas keberatannya itu padahal sebelumnya
kaum tersebut telah diminta untuk berangkat berperang. Kemudian Allah Ta’ala
mengancam orang yg tidak berjihad tersebut. Maka Dia berfirman, “Jika kamu
tidak berangkat, niscaya Allah mengazabmu dengan azab pedih.” Ibnu Abbas

berkata: Rasulullah Saw. meminta kepada penduduk Arab supaya berangkat. Lalu

3 Departemen Agama RI, Op.Cit. h.128.
% bid. h. 284.



mereka merasa berat. Maka Allah menahan hujan dari mereka. Itulah azab untuk
mereka.*

Dari penjelasan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa betapa
pentingnya jihad di jalan Allah sehingga bagi siapa saja yang tidak menjalankan
perintah Allah tersebut diancam dengan azab dan siksa yang pedih. Kemudian
dalam ayat lain Allah mengancam terhadap siapa saja yang lari dari peperangan,
dengan ancaman neraka bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut.

Kemudian tentang pembelaan agama dan negara, Al-Qur’an telah
menggandengakan dua hal tersebut dalam Firman Allah swt sebagai berikut :
558 of & &iaéfsﬁeﬂwﬂ\eesﬁméwﬂ\ ' “\esx«w
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Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan
tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya
melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang
memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan
membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa
menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang
yang zalim. (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8-9).%

Dari makna ayat tersebut dapat dipahami bahwa pembelaan terhadap
negara sama dengan pembelaan kita terhadap agama. Susunan ayatnya diawali

dengan menjelaskan berbuat baik dengan tidak memusuhi, menunjukkan bahwa

% Muhammad Nasib ar-Rifa’i, Op.Cit. h. 606.
“0 Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 924.



yang paling utama adalah berbuat baik itu sendiri, perdamaian dan persatuan.
Akan tetapi jika mereka memusuhi sehingga dapat membahayakan kesejahteraan
agama dan negara, maka secara tegas mereka adalah musuh.*

Kemudian dalam firman Allah dijelaskan juga tentang pelaksanaan ribath

(bersiap siaga) menjaga negeri, sebagai berikut:

2z
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah
kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan
bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. (QS. Ali Imran
[3]:200).%
2. Hadits
Berkaitan dengan persatuan, banyak hadits disampaikan mengenai hal
tersebut, seperti hadits yang terdapat dalam Shahih Muslim yang diriwayatkan
dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah saw bersabda
BB i e e i Pw:;ﬂ ERpES
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Artinya: Zuhair bin Harb telah menceritakan kepadaku: Jarir menceritakan
kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Beliau
mengatakan: Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah meridai
tiga perkara untuk kalian dan membenci tiga perkara untuk kalian.
Allah meridai untuk kalian agar kalian menyembah-Nya, tidak
menyekutukan sesuatupun dengan-Nya, dan agar kalian semua
berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah-belah.

* Fadhel Akbar, “Bela Negara di Indonesia dalam Perspektif Politik Islam”. (Skripsi Program
Sarjana Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), h. 17.
“2 Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 111.



Allah membenci untuk kalian: gila wa gala (katanya dan katanya/larut
dalam pembicaraan yang tidak ada faedahnya), banyak
bertanya/meminta (tanpa hajat), dan menyia-nyiakan harta ”. (H.R
Muslim No. 1715).*

Dalam ayat yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa Kkita
tetap harus berpegang teguh kepada tali Allah, tetap bersatu tidak bercerai-berai
dan menjauhkan segala sesuatu yang mengarah kepada perpecahan, dan dalam
konteks bela negara di Indonesia sendiri tentu saja konsep bela negara tersebut
dibuat bertujuan untuk mencegah Indonesia dari segala macam hal yang
mengarah kepada perpecahan bangsa.

Dalam hadits juga terdapat pembahasan tentang pentingnya penjagaan

terhadap negeri (ribath), salah satunya sebagai berikut :

U.UJA:;U:;‘g@%y\@hcm}ww\mu»c)wwmuh
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Artlnya( Drcéntakan oleh S’a?i @&uﬁhgshur oleh F/Ah bin Wahab,

‘raenceritakan kep ani, dari Amifu/bin Malik dari
Fa bin-Abid, bahwasanya Rasulullah-Saw bersabda: “Setiap
mayit dltutup amalnya kecuali pen aga Wllayah perbatasan, maka

A-teruys gga-hari kiamat serta diselamatkan
H.R Abu Dawud No. 2500)*

dari para penguji da :' kubur
Yang dimaksud Ribath ialah berada di suatu tempat diantara orang-orang

Muslim dan orang-orang kafir untuk berjaga-jaga. Adapun berdasarkan hadits

* Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam bab larangan dari banyak pertanyaan/permintaan
tanpa hajat dan larangan dari man‘ dan hat, yaitu tidak mau menunaikan kewajiban dirinya atau
menuntut sesuatu yang bukan haknya , kitab Shahih Muslim, Jilid 3, h. 5.

* Dikeluarkan oleh Abu dawud dalam bab keutamaan ribath, kitab Sunan Abu Dawud, Jilid
3-4,h.9.



yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa begitu pentingnya melakukan
perlinduangan dan penjagaan demi terjaganya keamanan pada suatu negara,
sehingga bagi siapa saja yang melaksanakan perbuatan tersebut (Ribath),
walaupun ia sudah meninggal tetapi amal nya akan tetap terus berkembang hingga
hari kiamat dan ia juga diselamatkan dari para malaikat yang memberikan ujian di

dalam kubur.

C. Upaya Bela Negara dalam Figh Siyasah

Bela negara dipahami sebagai sikap dan perilaku warga negara yang teratur,
menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air,
kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi
negara guna menghadapi ancaman baik secara internal maupun eksternal yang
membahayakan dan mengancam kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi,
<

sosial, budaya;-pertahanan dan keamanan negara.* ="
e manan nega
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yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang
patriotisme seseorang atau kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara untuk

kepentingan mempertahankan eksistensi negara.

5 Agus Subagyo, Bela Negara Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi, (Yogyakarta:
Graha llmu, 2015) h. 59,



Pertahanan negara dalam sejarah Islam erat kaitannya dengan lembaga-
lembaga pada awal pemerintahan Islam, pada masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin,
penguasa daerah disebut Amil (pekerja, pemerintah, gubernur) sinonim dengan Amir,
selama pemerintahan Islam di Madinah, para komandan militer, komandan divisi
militer disebut Amir, yaitu amir al-Jaisy atau amir al-Jund. Para gubernur yang pada
mulanya adalah para jendral yang menaklukkan daerah. Tugas pertama Amir pada
awalnya sebagai penguasa daerah adalah mengelola administrasi politik,
pengumpulan pajak, dan sebagai pemimpin agama. Kemudian pada masa pasca Rasul
tugasnya  bertambah  mencakup  memimpin  ekspedisi-ekspedisi  militer,
menandatangani perjanjian damai, memelihara keamanan daerah taklukan Islam,
membangun masjid, imam sholat dan khatib dalam sholat jum’at, mengurus
administrasi pengadilan dan bertanggung jawab kepada khalifah di Madinah.*

Pramata_sgsml politik lain negara Madinah yang dlbangun oleq khalifah adalah

pelaksanaan\adgnlstraa pemer @grﬂ@l daerah dengan m/%erapkan sistem

desentralisasi, ymt‘u**pehmpahan wewenang dan otenemi seluas -luasnya kepada

pemerintah daerah. Wllaya kektasaan nega f‘f yang luas itu dibagi ke dalam
delapan provinsi yaitu Madinah, Makkah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kuffah, Mesir dan
Palestina. Untuk setiap provinsi Umar mengangkat seorang gubernur yang disebut
wali atau amir yang berkedudukan sebagai pembantu atau wakil khalifah di daerah.
Tugas-tugas penting seorang gubernur disamping sebagai kepala pemerintahan

daerah, juga sebagai pemimpin agama (memimpin sholat jama’ah dan berkhutbah),

*6 Suyuthi Pulungan, Op.Cit.h. 64



memelihara keamanan dan ketertiban di daerah, memimpin ekspedisi militer dan
mengawasi pelaksanaan pajak. Tapi setiap gebernur didampingi pembantu-pembantu,
yaitu Katib (sekeretaris), Sahib Al-Kharaj (pejabat pajak), Sahib Al- Ahdats (pejabat
kepolisian), Sahib al-Bail al-Mal (pejabat keuangan) dan Qadi (hakim). Dengan
demikian untuk beberapa provinsi khalifah Umar telah memisahkan antara jabatan
peradilan dari jabatan eksekutif. Hakim diberikan wewenang sepenuhnya untuk
melaksanakan pengadilan yang bebas, dan bebas dari pengaruh dan pengawasan
gubernur bahkan khalifah sekalipun.*’

CL claben, sebagaimana dikutip Bernard Lewis menyatakan bahwa cikal-
bakal militer dalam Islam adalah bentuk peperangan atau penyergapan yang
dilakukan oleh pengikut Nabi Muhammad. Kaum Muhajirin yang berasal dari Mekah
sudah terbiasa dengan perikehidupan padang pasir yang kental dengan peperangan
dan penyerg\pan Perpindahan kaum Muhajirin ke Madlnah ;?tap melakukan

kebiasaan b\parangan dan pen a}rﬁ_ldalam menyelesalka/n/ suatu masalah.

/‘/

\
Perbedaannya adaTaFF“se{elah masuk Islam nlatan—atatr"tﬁjuan peperangan dan

penyergapan tidak hanya demgﬁmpok ol ditambah dengan niatan membela

keyakinan yang diperjuangkan, tauhid kepada Allah.*
Dalam Islam sendiri tentara terbagi menjadi dua kelompok; Militer

Murtazigah dan Militer Mutatawwi’ah.

*" Ibid. h. 133.
“*8Imam Yahya, Tradisi Miiliter dalam Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka) h.42.



1. Militer Murtazigah adalah militer yang secara resmi diberikan gaji tetap oleh
negara, mereka dipersiapkan secara khusus untuk mempertahankan negara
dengan menghalau musuh-musuh yang dari luar dan akan menduduki negara.
Mereka secara resmi digaji oleh negara dari pos pertahanan dan keamanan.
Sebagai konsekuensinya mereka harus siap setiap saat untuk berperang
apabila negara dalam keadaan bahaya. Gaji sebagai tentara adalah sah, karena
jasa yang telah diberikan kepada negara. Upaya penyelenggaraan sistem
pertahanan negara memerlukan suatu upaya dari seluruh lapisan masyarakat
dengan mengikutsertakan semua stake holders yang terkait: pemerintah
sebagai fungsi penyelenggara pemerintah di bidang pertahanan, dan lembaga-
lembaga masyarakat dan setiap warga negara yang mempunyai hak dan
kewajiban untuk membela negara.*®

2. Mlltter Mutatowwi 'ah adalah militer semesta atau mllltefrI sukarela yang

%‘\

dljad\an sebagal cadanga i@a]e{_gxm\ dalam keadaan bah}ya Kelompok ini
\
tidak saja ter&ﬁﬁrﬂarl Iakl laki, tetapi juga peremﬁﬂan dan anak-anak. Mereka

memasuki kelompok t tagd ini atsadaran dan kemauan dalam
rangka ikut serta mempertahankan negara dari pasukan asing. Jika militer
murtazigah dianggarkan dari negara, bentuk militer kali ini tidak ada anggaran
rutin, biaya yang disediakan diambil dari dana baitul maal yang menjadi hak

fisabilillah. Pembagian bentuk militer ini menunjukkan bahwa peperangan

yang dilakukan pada masa nabi sudah mulai dikenal secara luas. Peperangan

9 Ibid. h.46.



tidak saja sebagai hak-hak kaum muslimin dalam menegakkan agama tetapi

juga kewajiban dalam rangka menegakkan agama Islam. Agama Islam

mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa mencintai negara dan
bangsanya. Keanekaragaman suku dan bangsa merupakan kekayaan alami
dari Allah SWT. Yang diberikan kepada kita umat manusia.

Tentara atau militer merupakan salah satu aparatur negara yang harus
dipunyai oleh sebuah negara. Militer merupakan kelompok orang-orang yang
diorganisir dengan disiplin unktuk melakukan pertempuran dengan kelompok atau
negara lain. Pengelompokan ini berguna untuk melakukan membedakan dengan
kelompok sipil, militer berfungsi untuk bertempur dan memenangkan peperangan
guna mempertahankan dan memelihara eksistensi negara.

Kelompok militer yang merupakan kelompok khusus dalam penyelenggaraan

negara memp\linyai tugas pertahanan dan keamanan negara (fun

o

gsi rpj.lliter), sementara
tugas di lua "“'I'\%er merupakan f;/:q LM /':\\\iVab enyelen ér?;"l ifl1 ang biasanya
u i luax_mili u f jaw. ' i

g \& p Goung Jawab peny gg/j yang y
disebut “Fungsi Sfﬁ%ﬂgsi militer disebuah negara—me‘ft’ibﬁl(an kekuatan fital bagi

sebuah negara, karena itu Kelogh 'is‘iilperenjatai dengan persenjataan

modern. Mereka mempunyai hak untuk memegang senjata demi untuk menghadapi
kekuatan militer negara lain. Begitu juga di wilayah internal negara militer hanya
berfungsi sebagai penjaga pertahanan dan keutuhan negara baik dari lawan di luar

negeri maupun kelompok-keompok separatis yang berkembang di dalam negeri.™

% Ibid, h. 48.
* |bid. h. 58.



Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa upaya bela negara
dalam rangka menjaga pertahanan dan keutuhan suatu negara telah diterapkan Islam
sejak zaman dahulu, hal tersebut terbukti dengan dibentuknya lembaga-lembaga pada
awal pemerintahan Islam pada masa Rasul dan Khulafaur Rasyidin, dan terbentuknya
tentara dalam dua kelompok dalam Islam, yaitu kelompok militer murtazigah dan

kelompok militer mutatowwi’ah.

D. Tujuan dan Fungsi Bela Negara dalam Figh Siyasah

Istilah bela negara erat kaitannya dengan istilah jihad dalam Islam, dalam
konteks Indonesia bela negara dipahami sebagai sikap dan perilaku warga negara
yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada
tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan Pancasila sebagai
ideologi negara guna menghadapi ancaman baik secara internal maupun eksternal,
adapun carQ peiaksanaan bela negara haiat (,{llakukan secara fysﬂemhupun non-fisik,

hal tersebut \rel\\@n dengan kon&ep—p [yhh@ salah satu tuluan/flhad sendiri ialah

untuk mencegah darl ancgman musuh tldak sampai

luas, jihad tidak hanya semata-mata tentang mengangkat senjata dan berperang, yang

d| 5|tu makna jihad sangatlah

selama ini lebih banyak orang salah dalam memahami apa arti jihad itu sendiri, yang
selalu mengidentikan jihad tersebut dengan fisik seperti perang dan kekerasan,
padahal dalam implementasinya jihad sendiri dapat dilaksanakan juga dengan cara-

cara non-fisik.



Pernyataan Al-Qur’an untuk melakukan jihad telah ada sejak Al-Qur’an
diturunkan pada periode Mekah. Ayat Al-Qur’an tentang jihad yang paling awal
diturunkan dan menggunakan istilah “jihad” terdapat dalam Q.S. Al-Furgan/25: 52.
Ayat ini menurut ijma’ ulama turun pada periode Mekah. Berdasarkan ayat tersebut,
jihad dalam Islam sudah diperintahkan jauh sebelum adanya perintah untuk
melakukan perang, karena perintah perang baru disampaikan pada periode Madinah,
tanggal 17 Ramadhan tahun kedua hijriah yang dikenal dengan peristiwa perang
badar. Perang ini selanjutnya dalam sejarah Islam dicatat sebagai awal terjadinya

kontak senjata antara orang Islam dan orang kafir.

1. Tujuan Bela Negara dalam Figh Siyasah
Berdasarkan Q.S. Al-Furgan/25: 52 di atas serta fakta sejarah tentang

=

peperang@\dalam Islam daé_ﬂ ﬂﬂa@n bahwa jlhad Ay }r{g pertama kali

\
diperintahkan AR?Hran pada dasarnya bukanlah11had"d/ lam pengertian perang

(al-qgital), tetapi dalampen qerti ,' ditunjukkan Al-Qur’an tidak
terbatas pada jihad dalam pengertian perang sebagaimana yang sering dipahami
oleh para orientalis dan sebagian umat Islam, tetapi mencakup banyak aktifitas
keagamaan yang lain. Oleh sebab itu tujuan jihad menurut Al-Qur’an tidak pula

terbatas pada tujuan politis dan militeristik semata, tetapi meliputi tujuan



keagamaan lain yang lebih utama.>* Adapun tujuan tujuan tersebut lebih lanjut
dijelaskan sebagai berikut:
a. Untuk memperluas penyebaran agama
Diperintahkannya ajaran jihad sejak periode Mekah sarat sekali
kaitannya dengan upaya awal Rasulullah saw dalam menyebarkan ajaran
Al-Qur’an yang diterimanya, terutama ajaran yang berkenaan dengan
akidah. Perjuangan Rasulullah Saw dalam menyebarkan ajaran monoteis
(ajaran agama yang mempercayai adanya satu Tuhan) ketengah-tengah
masyarakat politis Mekah pada waktu itu, merupakan suatu perjuangan
(jihad) besar bagi beliau. Oleh karena itu, Al-Qur’an itu sendiri dianggap
sebagai “senjata” dalam melakukan jihad, karena jihad dipandang sebagai
upaya untuk memprerkenalkan ajaran Al-Qur’an yang memperjuangkan

mogoteis. Jihad dalam konteks ini dapat dinamakan seplggai jihad dengan

\ t\ ,-‘f\’ e /\\ /./ — /
A‘Qur’\an. AT AN 4
. _
Maka=jihad yang diperintahkan AHah=Swt pada periode Mekah

sesungguhnya bertUToaw

§ erluas penyebaran agama yang

dibawa Rasulullah saw, yaitu mendakwahkan misi ajaran Al-Qur’an.
Dalam proses penyebaran ajaran di atas, maka diri Rasulullah saw dan
sahabatnya pelu dibekali dengan semangat keagamaan yang tinggi, yaitu
jihad fi sabilillah. Secara doktrin, ajaran jihad dipahami sebagai ajaran

agama yang harus dijalani oleh penganutnya. Setiap orang Islam harus

52 Rohimin, Jihad Makna & Hikmah, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006). h. 90.



meyakini bahwa jihad yang diperintahkan oleh Allah Swt dalam Al-Qur’an
merupakan etos dakwah yang harus dilakukan melakukannya merupakan
perintah agama yang mengandung unsur ibadah.>®

Jihad memiliki tujuan untuk menegakkan kalimat Allah, yang dalam
pelaksanaanya tidak mungkin bisa dilakukan tanpa perjuangan, dan
perjuangan tidak mungkin terjadi tanpa adanya hambatan, gangguan,
rintangan dan ancaman. Oleh karena itu, menghubungkan dakwah sebagai
jihad di jalan Allah merupakan hal yang wajar. Karena, baik dakwah
maupun jihad sama-sama berjuang di jalan Allah. Orang yang
melakukannya dianggap sebagai mujahid, dan mati dalam kegiatan dakwah

adalah mati syahid.

b, Untuk menguji kesabaran ‘/I

B,
\\srlntah jihad dan ger Bq‘rllagar bersikap sabar ayﬁpakan dua mata

.y
ajaran yangtsaﬂgat penting dalam upaya—mEﬁmgkatkan keimanan dan

kehidupan beragama 4-3?:" melaksarakan perintah jihad seseorang harus
bersikap sabar, dan jihad selalu berhadapan dengan musuh sebagai
objeknya. Dan untuk menjadi orang yang sabar seseorang harus berjihad

dan bekerja keras menahan segala ujian dan cobaan yang terus berdatangan

silih berganti.>

%3 Ibid. h. 91.
% Ibid. h. 95.



Ditegaskan oleh Ibnu katsir, hikmah disyariatkannya ajaran jihad
adalah sebagai ujian dari Allah Swt terhadap hamba-Nya yang taat, yang
sabar menghadapi musuh-musuh yang ingkar. Allah Swt maha mengetahui
apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak akan terjadi,
sekalipun sebagaimana bentuknya. Lebih lanjut Ahmad Musthafa al-
Maraghi menegaskan, dengan adanya perintah jihad, dapat dibedakan siapa
yang betul-betul melakukan jihad dengan penuh kesabaran dan siapa yang
tidak, siapa yang punya perhatian terhadap agamanya dan siapa yang tidak.
Di samping itu, dapat pula dibedakan antara mukmin dengan kafir, dan

yang benar dengan yang salah.*

c\_\yntuk mencegah ancaman musuh

_

' t\ "f\’ - /\\ /_/ ,-: “/‘
\\-\ &perti yang ﬁe@ﬁ D@h%apkan oleh ) ﬁ{l;Asfahani, secara
A

emaffipuan untuk menghadapi

yang terliahat, yaitu orang-orang kafir (Q.S. An-Nisa’/4: 11), musyrik,
munafik, dan pengacau; dan musuh yang tidak terlihat, yaitu setan (Q.S.
Al-Isra’/17: 53) dan hawa nafsu. Jihad itu sendiri menurut Al-Asfahani ada
tiga macam vyaitu, jihad terhadap musuh yang jelas, jihad terhadap setan,

dan jihad terhadap an-nafs (hawa nafsu).

% Ibid. h.96.



Ketiga bentuk jihad yang diklasifikasikan tersebut pada dasarnya
merupakan bentuk perlawananan orang Islam untuk menghalau musuh
yang mengancam manusia dan kehidupan beragama. Dengan
melaksanakan ajaran jihad, musuh-musuh tersebut dapat dicegah dan
manusia dapat melaksanakan kehidupan beragamanya dengan sebaik
mungkin. Dengan jihad manusia bias membela diri dan menyerang musuh-
musuh nyata yeng mencoba melakukan penindasan. Di samping itu juga,
dengan disyariatkannya jihad manusia dapat membentengi dirinya dari
pengaruh hawa nafsu dan tipu daya setan. *°
d. Untuk mencegah kezaliman

Kezaliman Dberarti perbuatan yang melampaui batas, yang
bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kebebasan, yang dilakukan
oLeh seorang yang bukan haknya. Kezaliman merupaka% suatu tindakan

B,

yé@xtldak dibenarkan @J&E‘Sa\lah satu sebab thad/(;:/)erang) diizinkan
\

Allah S\/\ifbagrerang Islam, karena mereka d+z-aﬁm| oleh orang-orang kafir.

Sebelum perang d|| A Qur’an dinyatakan bahwa mereka
diusir dari kampung halaman mereka tanpa ada alasan yang jelas, kecuali
hanya mengatakan “Tuhan kami hanyalah Allah swt”. Orang-orang yang

lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak semuanya dizalimi

dan merintih memanjatkan doa agar dikeluarkan dari kota Mekah yang

% 1bid. h. 98-99.



dihuni oleh penduduk yang zalim, mereka meminta agar diberikan
perlindungan dari Allah swt dan dikirimkan juru penolong.

Salah satu tujuan jihad adalah untuk mencegah merajalelanya
kezaliman di muka bumi. Kezaliman dianggap tidak sesuai dengan nilai-
nilai kemanusiaan, keadilan, dan bertentangan dengan ajaran agama.
Kezaliman dapat merusak tatanan kehidupan manusia, baik kehidupan
manusia dengan sesamanya maupun dengan Tuhannya.”’ Atas dasar

pertimbangan ini, maka Al-Qur’an menyatakan:

.‘\ﬁ }Jﬂ@)@é&:&.\‘u\j \}auaag_ibujlﬁ.\u.i;ﬂéud\
Al gds Y3ly A5 1 of 9) B 3 s s 4 4

- 2 - A

T\.@.\SJSJS.SMA}&AJLA}@J}&A}AQ_MJ@JWM
£+ Daje (5l A LJ‘D,)~4LM G 400 iy 18

Artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi,
(\\_ﬂ karena sesung uhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya
Y= \ Allah, benar- e fa Kuasa menoleng mereka itu.(yaitu)
\ \orang orang ¥ diusir dari kampuﬁ/g/halaman mereka

tanp\_alasan yang benar kecuali karenamereka berkata: "Tuhan

kami han alah AIIah Dan seklranya Allah tiada menolak
: : mafilisia—eengan sebagian yang lain,

1 biara-biara Nasrani, gereja-gereja,

rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di

dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti

menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya

Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S. Al-Hajj

[22]: 39-40).%®

Dari penjelasan ayat di atas tentang kezaliman dapat dipahami

bahwa perbuatan zalim tidak dapat dibenarkan. Karena di samping

*" |bid. h. 100-101.
%8 Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 518.



bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan, kebebasan dan keadilan,
dapat merugikan orang lain dan bertentangan dengan pertimbangan akal
sehat. Dan atas dasar kezaliman yang dilakukan itu maka menjadi dasar
sebab diperbolehkan atau diizinkannya melawan (berperang).
e. Untuk menjaga perjanjian

Umat Islam telah diajarkan dalam Al-Qur’an agar mengutamakan
perdamaiaan (Q.S. Al-Anfal [8]: 91), serta untuk melakukan perjanjian
perdamaian yang harus dipatuhi oleh semua pihak, perdamaian dan
perjanjian merupakan tindakan awal yang harus dilakukan sebelum
membuat pernyataan perang. Terhadap pihak yang mengingkari perjanjian,
Al-Qur’an membolehkan untuk membalasnya dengan serangan
(peperangan).
—— Sepertl yang telah diketahui, jihad dltawarkan tlgfk hanya untuk

me{npertahankan diri, ,pérﬁﬁt@w erd dikaitkan dengan /s kap sikap orang
\
kafir (musﬁFF}yang menglngkan perjanjlan Jyaﬂq‘(e'fah disepakati. Perintah

Al-Quran agar melakukan perdamaian
sebenarnya merupakan upaya untuk menghindari terjadinya peperangan,
karena peperangan bukanlah pilihan utama. Menurut Al-Maraghi, pihak
umat Islam seharusnya lebih agresif dalam mempelopori upaya damai
daripada musuh. Oleh karena itu, apabila musuh tidak menginginkan

peperangan dan menawarkan perdamaian haruslah segera diterima dengan

penuh tawakkal kepada Allah Swt dan tidak perlu takut akan terjadi khianat



dan makar dari pihak musuh. Hanya saja sebagaimana disinyalir Q.S. Al-
Anfal ayat 62 (setelah ayat anjuran untuk melakukan perdamaian) bisa saja
pihak musuh menawarkan perdamaian sebagai strategi, karena ayat ini
mengisyaratkan adanya kecenderungan musuh untuk melakukan tipu daya
dan konsolidasi kekuatan untuk mempersiapkan pasukan perang.>® Ayat

tersebut berbunyi :

94:):4:\3\ {ﬂ.’lj [5;“ :91 ':ji:} \ d::.ui ulﬁ d_}cd;.i u\ \_5.3.1} u\_,
Y Cpiedallss

Artinya: Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya
cukuplah  Allah  (menjadi  pelindungmu). Dialah yang
memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para
mukmin. (Q.S. Al-Anfal [8]: 62).%°

Menurut sudut pandang Islam, perdamaian itu penting dan terpuji,
baik perdamaian dengan perjanjian maupun tidak. Dalam Al-Qur’an dan

Sfixiah politik Rasulullah Saw, anjuran agar mengudkan perdamaian

seIQli dllngatkan Misal nya; Iﬂz{_rrfanemukan Plagam /K/I}dmah yang isinya

\

memuat pI’InSIp pr|n5|p perdamalan

_—_—:‘.—r—

&

Agama Islamsgat menjemnjung tlnggl perdamaian yang telah

disepakati bersama. Islam melarang keras pelanggaran terhadap
perdamaian yang telah disepakati. Oleh karena itu mereka yang bersifat
munafik dengan perjanjian boleh diperangi. Salah satu alternatif untuk

menjaga perdamaian tersebut ialah disyariatkannya ajaran jihad. Dengan

% |bid. h. 104-105.
% Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 271.
61 Rohimin, Loc.Cit.



ancaman ini, eksistensi perdamaian dan perjanjian perdamaian dapat
dipelihara dengan baik.®

Dari penjelasan di atas tentang tujuan jihad dapat Kita cermati bahwa
antara jihad dan pembelaan terhadapat negara sangat relevan keduanya,
beberapa tujuan dari pelaksanaan jihad sendiri dilaksanakan demi
tercapaianya keamanan dan tetap terjaganya kondisi dalam suatu negara,
beberapa di antaranya seperti jihad dalam hal mencegah dari ancaman
musuh, mencegah kezaliman, dan menjaga perjanjian, dimana sejatinya
hal-hal tersebut sangat umum terjadi dalam hubungan antar negara dan
dapat mengacam stabilitas suatu negara jika tidak mendapatkan perhatian
yang serius.

2. Fungsi Bela Negara dalam Figh Siyasah

D@\Igg Al-Qur’an Jihad memiliki cakupan arti dan tuju_aﬂ yang sangat luas.

I
v —— \.\. & h l"f\’ | -/‘/\\ A /./ ‘. _l P
Pelaksahﬁm%l bisa dllakukan-ﬁﬁp@r[_qa@(ak cara dan tldij/K/ terikat dengan izin,

y

pat ~melaksafiakannya sesuai dengan

RN

.y g
syarat, dan ruktm=—Setigp._orang da

kemampuannya. Selain itu, i dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan

saja dan dimana saja, setiap orang harus dan dapat melaksanakannya sesuai
dengan tuntutan ruang dan waktu itu sendiri. Karena itu fungsi dan kedudukannya
dalam kehidupan manusia menjadi sangat penting.

Fungsi jihad di dalam Al-Qur’an dapat dilihat dari berbagai aspek, karena

jihad sebagaimana dikatakan M. Quraish Shihab, merupakan aktivitas yang unik,

%2 1hid. h. 108.



menyeluruh, dan tidak dapat disamakan dengan aktivitas lain. Fungsi jihad
tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini:
a. Aspek ibadah
Berdasarkan pemahaman fugaha tentang ajaran jihad, dengan
menampilkan uraian tentang syarat-syarat, rukun, dan tata caranya, maka
seakan-akan fugaha lebih menekankan ajaran jihad pada aspek ibadahnya,
sehingga jihad dianggap tidak sah apabila tidak diikuti dengan syarat,
rukun, dan tata cara yang telah mereka tentukan. Selanjutnya, ibadah yang
tidak sah akan berpengaruh pada pahala ibadah itu sendiri.®
Memahami jihad sebagai ibadah, seperti yang dilakukan oleh fugaha
sebenarnya cukup beralasan. Dalam Al-Qur’an banyak ditemukan ayat
yang menegaskan tentang aspek ibadah daripada jihad. Bahkan dalam satu
f(at ketika Al-Qur’an ingin menegaskan tentang keutam%an jihad dengan

|ba\ah Iamnya jihad dy é;rﬁg @@dengan perbuatan m/nyedlakan minum
\
bagi para ]amaah ha]l dan memakmurkan Masﬁ&rtﬁaram (Q.S. At-Taubah

[9]: 19). Di Sampln U, 5 ca menegaskan bahwa jihad dapat
dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah swit.

Sebagai ibadah, jihad yang dilakukan tidak semata-mata untuk
mempertahankan diri dan mengejar kepentingan politis yang bersifat

duniawi seorang hamba tetapi lebih jauh untuk mendekatkan diri kepada

Allah swt. Melalui jihad diharapkan dapat membuktikan ketaatannya

%3 1bid. 108-109.



seorang hamba beribadah kepada Allah swt, dalam Al-Qur’an banyak ayat-
ayat tentang jihad yang menunjukan tentang fungsi jihad sebagai usaha
mendekatkan diri kepada Allah swt untuk mendapatkan rahmat, ampunan
dan balasan pahala dari-Nya.®*

Menurut pejelasan di atas dapat dipahami bahwa perintah jihad
dalam Al-Qur’an tidak hanya bertujuan untuk masalah yang berhubungan
dengan kekuatan politik dan militer saja, jihad juga berfungsi sebagali
sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swit.

b. Aspek dakwah

Aspek dakwah dari ajaran jihad yang dinyatakan dalam Al-Qur’an
tidak bisa dipungkiri. Penelusuran ajaran jihad dalam Al-Qur’an terkesan
bahwa melalui uraian tentang jihad itu seakan-akan Al-Qur’an merespon
sejarah perjuangan dan perkembangan dakwah Rasululley1 Saw, terutama
tel ta;%jaran jihad yan ﬁ E{il@kngsung dengan p,e/%angan (al-qital).
Urala\n\ N‘B%ﬁwan tentang jihad pada penode#ﬁadmah merupakan refleksi

dakwah Rasulula ""wv« "'f':;-; anya banyak para ulama yang
beranggapan bahwa antara jihad dan dakwah merupakan dua sisi mata uang
yang tidak bisa dipisahkan. Disatu sisi, jihad merupakan alternatif dakwah
dan di sisi lain dakwah membutuhkan semangat jihad yang tinggi dan

terus-menerus tanpa putus asa.

% 1bid. h. 110.



Jika dilihat dari aspek dakwah, jihad memang dapat dijadikan
sebagai salah satu pendekatan dakwah. Dalam hubungan ini maka jihad
tidak bisa melepaskan fungsinya sebagai kekuatan dakwah yang turut
mendorong dan membangkitkan semangat setiap muslim agar terus
menyampaikan dakwah agamanya kepada semua orang dan agama tanpa
terkecuali.”®

Dalam situasi dan kondisi tertentu dakwah dengan pendekatan jihad
dapat dilakukan dengan konfrontasi fisik atau perang, namun sebelum cara
ini ditempuh Al-Qur’an menawarkan cara-cara yang lebih lunak dan damai.
Di samping tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama, Islam tetap
mengutamakan perdamaian. Tujuan perang bukanlah konversi agama
dengan kekerasan. Selagi peperangan dapat dihindari, maka harus

dihindari, dan dakwah agama tetap harus dilakukan dengan, cara damai.®®

— I

\\ -
ek politik dan ilite

A PN y 4
Asp@FFpelltlk dan militer dari ajarar+ thad’fdak dapat dipisahkan,

terutama dalam ka| Ay f"-". an f|qh dan politik Islam (siyasah
syar’iyyah). Ketentuan ketentuan figh tentang jihad yang dibahas secara
rinci dalam uraian figh erat kaitannya dengan politik Islam dan perang

dengan mengatasnamakan supremasi hukum Islam. Dalam pembahasan ini

jihad dipandang sebagai suatu kekuatan untuk menegakkan amar makruf

% Ibid. h. 112.
% 1bid. h. 113.



nahi mungkar sebuah ajaran Al-Qur’an yang dikhususkan kepada umat
Islam dan sekaligus kelebihan umat Islam dari umat yang lainnya.

Kecenderungan jihad sebagai suatu kekuatan politik dan militer
dapat dipahami dari petunjuk ayat tentang al-gital (perang), sebagai salah
satu bentuk jihad yang bersifat temporal dan defensive. Dalam ayat-ayat
perang (al-qgital), jihad dielaborasikan sebagai sebuah kekuatan alternatif
untuk mengalahkan musuh yang senantiasa mengganggu umat Islam.
Kekuatan tersebut bagi orang Islam dianggap dapat membebaskan diri
mereka dari tekanan-tekanan musuh yang zalim yang selalu berusaha
mengingkari ajaran Islam dan menganiaya umat Islam. Melalui ajaran jihad
ini umat Islam dapat bertahan membela diri mereka dari berbagai ancaman
musuh. Baik musuh yang datang dari dalam umat Islam itu sendiri, maupun
darl luar umat Islam.

B,
\\$bagal kekuatan §I (ﬂ([_qm ‘militer, jihad merujkan sarana untuk

g
mempeﬂ<‘u§t=persatuan dan kesatuan umat Isiamfﬂdanya perintah berjihad

dalam Al-Quran tidakghanya '1’ s pada pengertian spiritual, tetapi
termasuk dalam pengertian politis. Sebagaimana diketahui secara jelas Al-
Qur’an menyatakan agar orang Islam mempersiapkan kekuatan (quwwah)

untuk menghadapi kekuatan musuh.®” Dalam firman Allah surat Al-Anfal

ayat 60 ditegaskan:

%7 1bid. h. 116.
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Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja
yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk
berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan
musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang
kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa
saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan
dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya
(dirugikan). (Q.S. Al-Anfal [8]: 60).%

Ayat ini pada dasarnya menunjukkan bahwa orang Islam itu
dianjurkan agar memperkuat pertahanan diri dengan berbagai persiapan,
untuk menghadapi musuh-musuh Allah dan musuh-musuh orang Islam itu
sendiri. Di samping itu, Islam juga tidak menyukai umatnya hidup dalam
penindasan, lemah, hina dan tidak mempunyai kekuatan. Umat yang baik
adalah umat yang kuat. 69
Gy —]

\\starlatkannya ﬁ H({r_rpyj perang dalam [,sl/a;ﬁ pada dasarnya
meruﬁk?m%paya untuk membela diri da”— kefert’ﬁdasan Walaupun Al-

Qur’an menglzmkan pera a7 tic a membolehkan umatnya berlaku
zalim, menindas, dan bertindak sewenang-wenang. Oleh Kkarena itu
berperang (berjihad) harus dilakukan dengan etika perang yang telah

diajarkan Al-Qur’an.

% Departemen Agama RI, Loc.Cit.
% Rohimin, Op.Cit. h. 117.



Dilihat dari aspek politik dan militer, jihad mempunyai fungsi yang
amat penting. Dengan adanya syariat jihad yang berkaitan dengan perang
serta perintah agar mempersiapkan kekuatan militer, umat Islam dapat
mempersulit agresi musuh yang akan dilancarkan kepada mereka, dan

selanjutnya umat Islam terhindar dari ancaman dan penganiayaan.

d. Aspek spiritual keagamaan

Jika dilihat dari aspek spiritual keagamaan, jihad lebih berfungsi
sebagai upaya penyempurnaan iman seseorang. Anjuran untung melakukan
jihad bagi orang-orang yang beriman sebagaimana banyak diungkapkan
dalam ayat-ayat tentang jihad dengan redaksi “Yaa Ayyuhalladziina
aamanu...” mengisyaratkan bahwa jihad pada dasarnya merupakan salah
satu- bentuk ajaran agama yang harus dilakukan untu)< meningkatkan

,_.

i,
ké@anan pada diri se@@ B]’ \sampmg itu salah sat bukt| keimanan

//

\
seseorangﬁpaf pula dilihat dari perbuataPr jitadnya. Apabila jihad telah

dilakukan, berart| “Ta telgh antuk menjadl orang yang beriman.
Sebaliknya apabila jihadnya masih diabaikan, berarti ia belum berusaha
sepenuhnya untuk menjadi orang yang beriman secara baik. Keterkaitan

iman dan dengan jihad sangat besar, semakin banyak orang melakukan

© 1bid. h. 118-1109.



jihad, maka semakin kuat imannya. Sebaliknya semakin sedikit jihadnya,
maka semakin rendah imannya.”

Demikian halnya dengan tujuan bela negara, fungsi bela negara
dalam figh siyasah juga relevan kaitannya dengan fungsi pelaksanaan jihad
itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya salah satu fungsi jihad
ialah aspek politik dan militer, yang mana aspek politik dan militer dari
ajaran jihad tidak dapat dipisahkan, terutama dalam kaitannya dengan
ajaran figh dan politik Islam (siyasah syar’iyyah). Ketentuan-ketentuan figh
tentang jihad yang dibahas secara rinci dalam uraian figh erat kaitannya
dengan politik Islam dan perang dengan mengatasnamakan supremasi

hukum Islam.

" Ibid. h. 122-123.
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BELA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG PERTAHANAN NEGARA

A. Sejarah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Usaha pembelaan negara sesungguhnya sudah menyatu dalam budaya dan
sepanjang keberadaan bangsa Indonesia. Sebagai bukti, perlawanan terhadap penjajah
dilakukan rakyat Indonesia sejak pertama kali datangnya penjajah di bumi nusantara
ini, seperti Perang Bali (1814-1849), Perang Padri (1821-1837), Perang Diponegoro
(1825-1830), Perang Batak (1870-1907), Perang Aceh (1870-1904). Hal itu
dibuktikan oleh adanya perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda pada masa
revolusi fisik. Semua orang yang masih kuat, para pemuda serta pemudi, baik
pegawai negeri maupun pegawai swasta, para petani dan pedagang, bahkan tuna
karya seml}a teiql}n dalam kanc _ ﬁvtr?an terhadap Inggjns dalh Belanda. Ada
/

yang berjuang\ﬁigaiisx_ depan, ada yang bekerja di d@pﬂp umum, para petani

a3 -1@""‘“ rumah-rumah untuk

menyediakan beras dan 4tk

pejuang. Para pedagang menyedlakan barang-barang untuk kebutuhan prajurit. Tidak

jarang mereka juga mengusahakan persenjataan untuk kepentingan perlawanan, yang
semuanya dilakukan atas dasar kesadaran tanpa pamrih, tanpa memikirkan balas jasa

dan kedudukan. Bela negara bukanlah semata-mata kita semua harus menyandang



senjata, melainkan memiliki arti luas, yaitu pembelaan dalam segi kehidupan, baik
perekonomian, politik, ideologi, sosial budaya, dan kemiliteran.”

Undang-undang Pertahanan yang baru Nomor 3 Tahun 2002 telah
diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002. Undang-undang ini adalah sebagai
pengganti Undang-Undang Pertahanan Keamanan Nomor 20 tahun 1982 yang telah
diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 1988. Penggantian atau
penyempurnaan ini disebabkan perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia dan
perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia.

Penggantian atau penyempurnaan ini antara lain untuk lebih memperjelas
status combatant " dan non-combatant “* dan untuk memperjelas peran Polri yang
pada undang-undang lama masih bernaung di bawah ABRI."

Bermula pada saat masa kepemimpinan presiden Soeharto. Pada saat itu

dwifungsi makln memberi peluang militer untuk menjadi kekuatan dominan dalam

masyarakat l\nl secara msteﬁ! H@g&at militer dalam’ p65|3| yang harus

mendukung namun mpa memberl masukan..yang merﬁadél dalam pengambilan

yang diberi istilah oleh Najib Azca “dari dominasi ke hegemoni”.

"2 Sunarso, et. al. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Yogyakarta: UNY
Press, 2006). h. 46.

’® Combatant adalah orang-orang yang berhak ikut serta secara langsung dalam pertempuran
atau medan peperangan.

™ non-combatant adalah menggambarkan warga sipil yang tidak mengambil bagian langsung
dalam permusuhan.

> Sahat M. Sinaga, “Tanggapan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan RI” (On-Line). Tersedia di: https://www.kemhan.go.id/2012/05/14/tanggapan-terhadap-
undang-undang-no-3-tahun-2002-tentang-pertahanan-ri.html (11 Juli 2019), dapat dipertanggung
jawabkan secara ilmiah.
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Pasca depolitisasi pada awal 1970-an, campur tangan militer dalam politik
semakin hegemonic.”® Mereka memasuki semua jajaran lembaga-lembaga negara
mulai tingkat pusat hingga daerah, terutama dalam birokrasi pemerintahan dan
lembaga perwakilan. Militer tumbuh sebagai institusi yang kuat, dan lebih dari itu,
menguasai struktur bayangan departemen dalam negeri. A. Chalik Ali menyebut
bahwa era ini, militer berperan sebagai dinamisator sekaligus stabilitator dan semakin
menegaskan militer sebagai kekuatan sosial politik.

Kendati dominasi militer sendiri sudah kuat, tetapi sebagaimana dalam
penerapan dwifungsi ABRI maka kolusi dengan Golkar untuk memenangkan
kompetisi dengan sipil harus didukung sepenuhnya. Dominasi militer ditunjukkan

7

oleh banyaknya jabatan pemerintah yang dipegang militer.”" Militer menguasali

jajaran birokrasi Depertemen Dalam Negeri dari menteri, Kepala Direktorat Sosial
Politik, Kenala Kantor Sosial Politik, sampai juru tik atau penerlma/ltamu di daerah-

B,
daerah yang\laggap ‘rawan”. D@ pD:a[_l sosial politik dan ke jx‘yaannya militer

-
sempat merajalela ‘mmguasal jajaran - eksekutif, dﬂrﬁ~pusat sampai ke daerah

(gubernur, bupati, wali kota, uar negerl (duta besar) di negara-
negara ASEAN, AS, Inggris, Australia, dan sebagainya. Jajaran legislatif juga

dikuasai baik melalui Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan (F-KP), bahkan

’® Hegemonic adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan
kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus.

T «Sejarah Militer Indonesia dan Munculnya UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara” (On-line), tersedia di: http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiain-gdl-s1-2005-
muhammadna-141-BAB+I1In-4.pdf (11 Juli 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiain-gdl-s1-2005-muhammadna-141-BAB+IIIn-4.pdf
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Fraksi Utusan Daerah (di MPR).”® Penetrasi militer dalam lembaga-lembaga sipil
mengisi semua jabatan strategis dalam pemerintahan orde baru. Format yang
demikian jelas tidak demokratis dalam arti tidak memberi kesempatan bagi posisi
sipil dalam pemerintahan. Periode 1965-1998 berfokus pada aplikasi dwifungsi yang
melebihi porsi sehingga terjadi sentralisasi kekuasaan, pemerintah otoriter, dan
militeristis yang mengakibatkan pelanggaran hak sipil, demokrasi, kekerasan,
lingkungan dan sejenisnya.”

Kritik terhadap pelaksanaan dwifungsi ABRI terus mengalir deras sampai
memasuki “Orde Reformasi”. Jika pada masa Orde Baru kritik tersebut hanya pada
tingkatan “kejelasan tolak ukur” implementasi konsep dwifungsi dan sedikit yang
menolak atau menuntut pencabutan kebijakan tersebut, pada masa Orde Reformasi,

banyak kalangan yang sudah menuntut pencabutan kebijakan tersebut. Suara paling

=

kalangan mé{si ﬂ D \ 2 // /

Gelombang pasmg—darl masyarakat sipil maklﬁkeafas sejalan dengan tuntutan

keras dalam tuntutan dihapuskannya dW|fun95| ABRI kebanyak]an datang dari

Sejalan dengan arus reformasi masyarakat sipil menggugat kekerasan yang dilakukan

oleh ABRI. Masyarakat yang cenderung ekstrim menuntut bahwa ABRI harus back

’® Tim PPW-LIPI, Tentara Mendamba Mitra, (Bandung: Mizan, 1999) h. 241.

7 «Sejarah Militer Indonesia dan Munculnya UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara” (On-line), tersedia di: http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiain-gdl-s1-2005-
muhammadna-141-BAB+11In-4.pdf (11 Juli 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

8 Tim PPW-LIPI, Op-Cit. h. 195.



http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiain-gdl-s1-2005-muhammadna-141-BAB+IIIn-4.pdf
http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiain-gdl-s1-2005-muhammadna-141-BAB+IIIn-4.pdf

to barack. Ada yang menuntut bahwa sudah saatnya ABRI secara bertahap menarik
personilnya dari jabatan sipil dan DPR.

Hegemoni militer masih cukup kental hingga munculnya krisis politik sebagai
imbas krisis ekonomi pada juli 1997. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia
merupakan peristiwa yang mengejutkan di tengah beragam pujian atas perkembangan
ekonomi yang meningkat secara prestisius sebelumnya. Hantaman krisis yang diawali
dengan krisis moneter membuat pemerintah kalang kabut. Nilai tukar rupiah merosot,
harga kebutuhan pokok melambung tinggi, kekacauan pun melanda masyarakat.

Kemudian pemerinah melakukan dua hal sebagai antisipasi terhadap kondisi
ini. Pertama, mencabut izin usaha 16 bank umum da mengakibatkan bank-bank
tersebut harus dilikuidasi pada 1 November 1997. Kedua, mengeluarkan paket
deregulasi 3 November 1997. Isi dari paket deregulasi itu mencakup masalah

penghapusan tata niaga, pemberian fasilitas ekspor, penyederhana;P perizinan dan

prosedurlm}s\r\dan perbaikan ik} rﬁu]s@a@ﬁgunvesta& asmg / /

Akan tetapl “demikian, ._berbagai kebuakan—*ﬁemullhan ekonomi yang

dilangsungkan orde baru E i}fa- asilan. Pada Oktober 1997 nilai
rupiah menjadi sangat terpuruk dan bursa saham asia terguncang, bunga bank naik
300%. Inilah kenyataan bahwa ekonomi Indonesia semakin sulit terutama memasuki
tahun berikutnya.

Terpuruknya perekonomian tersebut memunculkan protes dari rakyat di mana-

mana. Mahasiswa berperan sebagai aktor utama dalam melakukan protes terhadap

kondisi perekonomian ini. Pada awalnya , protes yang dilakukan mahasiswa masih di



dalam kampus, tetapi kemudian protes itu merebak menjadi pergerakan masif yang
dilakukan mahasiswa. Di tengah semakin gencarnya mahasiswa melakukan aksi
demonstrasi, Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto mencoba mendinginkan
suasana dengan mengajak dialog kalangan civitas akademika. Tawaran tersebut
ditolak justru oleh beberapa perguruan tinggi besar yang selama ini menjadi
barometer gerakan mahasiswa. Tanpa kehadiran beberapa perguruan tinggi besar itu,
dialog tetap dijalankan.

Sebagaimana perkiraaan sebelumnya, dialog itu tidak menyurutkan gelombang
aksi mahasiswa. Bulan Mei adalah saat yang paling menentukan. Peristiwa Trisakti
kemudian diikuti tragedi Mei kelabu semakin memicu intensitas gerakan mahasiswa.
Klimaksnya adalah upaya mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR.®

Aksi-aksi mahasiswa yang telah bergulir sejak awal 1998 semakin marak dan
menular ke.\banyak kampus di seluruh Indonesia, Aksi-aksi itu um/%mnya menuntut

B,
agar segera ({Ia‘ksanakan reformasi §]| Eetpgil bidang, termasuk/eformam politik.

\
Aksi mahasiswa yang\-tmadl d| sepanjang Mei 1998 menﬂ‘nu@n momentumnya pada

tanggal 12 Mei 1998 di ka S’ risakti. Peristiwa tersebut telah
merenggut nyawa empat orang mahasiswa Trisakti akibat tembakan peluru tajam oleh
aparat kepolisian, sejak saat itu, perubahan terjadi dengan cepat: perlawanan terhadap

aparat, pembakaran gedung dan kendaraan, penjarahan dan tindak kriminal lain.%

81 «Sejarah Militer Indonesia dan Munculnya UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara” (On-line), tersedia di: http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiain-gdl-s1-2005-
muhammadna-141-BAB+11In-4.pdf (11 Juli 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

82 Fadli Zon, Politik Huru-Hara Mei 1998, (Jakarta, Institute for policy studies, 2004), h. 39.
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Dalam kondisi ini peran militer terlihat mendua. Satu sisi menyelamatkan
kekuasaan panglima tertingginya, yaitu Presiden Soeharto, disisi lain militer harus
menghadapi rakyat yang notabene harus dilindunginya. Ditambah lagi ada indikasi
militer terlibat pada kerusuhan Mei 1998.

Sifat mendua militer ini kembali terlihat saat detik-detik akhir mundurnya
Soeharto. Ini ditunjukkan dengan inkonsistensi Jendral Wiranto dalam menyikapi
keadaan, satu saat, militer bertindak represif terhadap aksi mahasiswa, di saat yang
sama militer lewat fraksinya di MPR/DPR ikut menandatangani permintaan mundur
yang ditunjukan kepada Soeharto.

Pada akhirnya militer pun menjadi sasaran demonstrasi mahasiswa. Tindakan
represif militer orde baru adalah penyebabnya, di samping keterlibatan terlalu dalam
pada ranah politik. Sakralisasi “dwi fungsi” dengan dalih faktor kesejahteraan
merupakan .stlm_lilan bagi keterlibatan militer pada ranah politik. Tldgk mengherankan

apabila mlliKr\kga dihujat pada é?}[_rmam Tuntutan per)c/butan dwi fungsi

ABRI merebak dlmana=mana diikuti tuntutan pengadﬂfaﬁbagl kejahatan masa lalu

militer. ' "n}'*“' ’ — "

Inilah babak baru hubungan sipil militer di Indonesia, Pada awalnya militer

enggan untuk menuruti tuntutan mahasiswa. Akibat tekanan yang bertubi-tubi,
akhirnya militer mencoba melakukan konsolidasi dan evaluasi internal.
Berkaitan dengan pencabutan dwi fungsi ABRI, militer menolak untuk

melepaskannya, Dwi Fungsi bagi militer adalah suatu manisfestasi sejarah yang tidak



bias dianggap ringan. Namun demikian, militer bersedia untuk tidak terlibat pada
dunia politik secara bertahap.

Paradigma militer pun dimunculkan. Pardigma baru ini adalah pertama,
mengubah posisi dan metode tida selalu di depan. Kedua mengubah dari konsep
menduduki menjadi mempengaruhi. Ketiga, mengubah dari cara-cara mempengaruhi
secara langsung menjadi tidak langsung. Keempat, senantiasa melakukan role
sharing (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan
pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya.

Dari empat paradigma itu kemudian dilakukan realisasi praksis, di antaranya
adalah mengurangi jumlah wakil militer di legislatif dari 75 menjadi 38. Kebijakan
lain adalah diakhirinya praktik dimana perwira militer yang masih aktif menduduki
jabatan non militer, selain itu, secara structural militer melakukan pemutusan

hubungan d.e_ggan Golkar.

\' o t\ /'/\’ //\\ - ’-/ ,:_’.l él -
Hal Iw.\\g]g cukup monuﬁ_q]e]@l @pla_lgh dipisahnya f’/g,l}/ ari ABRI yang
S 9 _ A
berimplikasi perubahamnama ABRI menjadi TNL Mo%'rva‘éi'“uﬁma dari perubahan ini

g pembagian peran pertahanan dan

adalah untuk mengangatc| .
keamanan.
Reformasi TNI sebagai alat pertahanan terus bergulir. Munculnya sebuah

peraturan yang menjadi dasar legalitas gerak menjadi suatu hal yang tidak dapat



dihindari. Akhirnya disahkanlah UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara pada 8 Januari 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri.®®

B. Konsep Bela Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara

Bela negara merupakan sebuah kebijakan. Sebagai suatu kebijakan, maka tentu
bela negara memiliki dasar hukum, landasan yuridis, dan regulasi yang tepat dan
absah. Bela negara merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah
yang bertujuan untuk melindungi negara dari ancaman musuh baik yang datang
secara langsung maupun tidak langsung. Bela negara harus disosialisasikan kepada
semua komponen masyarakat supaya dipahami dan dijiwai oleh semua komponen
masyarakat, sehingga semua komponen masyarakat secara sukarela membela negara.
Bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh
kecintaann)(r?\}g_eRada Negara Ke/satuan /Rt\apublik Indone?g:-’?éjﬁg berdasarkan

A | A Q0
Pancasila d%\\QQ\D 1945 dalam menjgﬁn “ﬁehidupan

—_— —

- 4
bg/ngé/a/dan negara yang

==

seutuhnya.®

- —..y%_é;;.

Berdasarkan pada UUD 145 yang

menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan negara; dan Undang-Undang Indonesia (UU RI) Nomor 3 Tahun 2002

tentang Pertahanan Negara, bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap

8 «Sejarah Militer Indonesia dan Munculnya UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara” (On-line), tersedia di: http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiain-gdl-s1-2005-
muhammadna-141-BAB+I1In-4.pdf (11 Juli 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

8 Agus Subagyo, Bela Negara Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi, (Yogyakarta:
Graha llmu, 2015) h. 4-5.
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warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan
negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga
negara untuk hidup setara, adil, aman, damai dan sejahtera.®®

Sementara itu Sistem Pertahanan Negara (Sishaneg) diselenggarakan dengan
memberdayakan seluruh sumber daya nasional yang setiap saat digunakan. Landasan
hukumnya adalah UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang pada pasal 1
ayat (2) berbunyi, “Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat
semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya manusia
nasional lainnya, serta dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah yang diselenggarakan
secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman.” Dalam pasal ini

disebutkan bahwa sistem bela negara yang dimaksud melibatkan seluruh warga

negara, wilayih, dan sumber daya nasional lainnya. <
TN e B Y
Pada asal\l ayat (5) d|3ék@tﬂ<aﬂ @hﬂa: Komponen L/J/tﬁpa{ adalah Tentara

RN

\'\\-\\ y ; =
Nasional Indonesia yang-siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

Pasal 1 ayat (6): Kompnen ada flah sumber daya nasional yang telah

disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat
kekuatan dan kemampuan komponen utama. Pasal 1 ayat (7): Komponen pendukung
adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan

dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

8 Kusuma, Pengantar Bela Negara untuk Perguruan Tinggi, (Jakarta: Penerbit Erlangga,
2018) h. 60.



Pasal 6: Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan
membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap
ancaman.

Pasal 7 ayat (1): Pertahanan negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan
dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pasal 7 ayat (2): Sistem
pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai
komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
Pasal 7 ayat (3): Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter
menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama,
sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur
lain dari kekuatan bangsa.

Selanjutnya disebutkan dalam UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara pada pasal 9 ayat 1 bahwa Setiap warga negara berhak daglwajlb ikut serta

dalam upaya\lqela negara yang @/lﬂj n, dalam penyele/r}g/garaan pertahanan

negara. - > =

Dari pasal tersebut dapat diga

bela negara merupakan sikap
dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin
eksistensi bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar
manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan
dengan kesadaran dan tanggung jawab, serta rela berkorban dalam pengabdian

kepada bangsa dan negara. Dan dalam menjalankan hal tersebut kewajiban bela



negara dibebankan kepada setiap warga negara, artinya orang-orang Indonesia baik
asli maupun keturunan yang tunduk pada hukum dasar Indonesia dan hukum-hukum
lain yang mengikutinya, baik tinggal di wilayah NKRI, maupun yang berada di luar
wilayah Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara, tidak hanya
terbatas pada kalangan angkatan bersenjata melainkan seluruh warga negara.

Pasal 9 ayat (2): Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara,
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

a. Pendidikan kewarganegaraan (dalam pendidikan kewarganegaraan sudah
tercakup pemahaman tentang kesadaran bela Negara);

b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;

c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau
secara wajib; dan pengabdian sesuai dengan profesi, yaitu pengabdian warga
Negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentlagan pertahanan
Negé& \termasuk dalamy ﬁn}@_}ﬂangl dan memper }éﬂ akibat yang

d|t|mbulkan (ﬂéh-perang, bencana alam, dan beﬁcaﬁaflamnya

@ng Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (2)

Dalam UU Nomor
disebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat
dilaksanakan tidak hanya dengan hal-hal yang berbau kemiliteran dan fisik, namun
penyelenggaraannya dapat juga dilakukan dengan cara non fisik seperti Pendidikan
kewarganegaraan yang di dalamnya sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran
bela negara salah satunya dengan cara membentuk peserta didik menjadi manusia

yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.



Upaya bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi, yang dimaksud
dengan bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi dalam Penjelasan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat (2)
huruf d adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk
kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil
akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya, seperti
warga Negara yang berprofesi sebagai tenaga medis seperti dokter, perawat, tim
SAR, PMI, dan bantuan sosial dan perlindungan masyarakat lainnya, memiliki hak
dan kewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Kemudian upaya bela negara yang melibatkan fisik di dalamnya seperti
pelatinan dasar kemiliteran, dan pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional
Indonesia.

AdapurL dalam proses pelaksanaan bela negara sendiri telgp diatur dalam

Peraturan N«n\terl Dalam Ne@\ﬂnﬁj\ \38 Tahun 2011/ /entang Pedoman

Peningkatan Kesadéraﬁ%ela Negara di Daerah, Tentwsajahal “tersebut dilaksanakan

X o tentang arti pentingnya bela
negara, yang bertujuan untuk menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi
setiap warga negara Indonesia dan rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian untuk
meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara.

Untuk menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2011 tersebut

tugas dan tanggung jawab dibebankan kepada pemerintah daerah dengan cara



menyelenggarakan dan mendukung semua kegiatan peningkatan kesadaran bela
negara. Adapun dalam rangka peningkatan kesadaran bela negara sendiri dapat
dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan, dijelaskan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Bab V Pasal 18 yang membahas tetang bentuk
kegiatan pada ayat 2, kegiatan tersebut antara lain berupa :

a. Seminar,

b. Lokakarya;

c. Diskusi;

d. Forum peningkatan kesadaran bela negara;

e. Sosialisasi dan diseminasi;

f. Orientasi

g. Temu wicara;

h. Sar g\an;

. Pena‘*@[;f\\ L/ﬁ D L/J/\\& //

k. Kegiatan paskibra e

I. Kegiatan seni budaya dan olahraga;
m. Dialog interaktif;

n. Jambore, perkemahan, jelajah nusantara; dan



0. Berbagai macam perlombaan seperti pidato, cerdas tangkas, karya tulis
ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.®®
Kemudian dalam praktik pelaksanaanya, sebagai contoh praktik latihan bela
negara yang pernah terjadi yaitu kegiatan latihan bela negara yang pernah
diselenggarakan Komando Distrik Militer (Dandim) Lebak, Banten, bersama Front
Pembela Islam (FPI) yang berlangsung pada 5-6 Januari 2017, walaupun kemudian
hal tersebut menuai gelombang kritik di media sosial dan berujung pada pencopotan
Komandan Distrik Militer 06/03 Lebak, Provinsi Banten, karena melanggar standar
operasional prosedur (SOP) di internal TNI terkait pelatihan bela negara yang
melibatkan FP1. Menurut Kepala penerangan Kodam Il Siliwangi, Kolonel Arh M
Desy Arianto, kegiatan itu dilakukan untuk menanamkan disiplin lewat kegiatan
baris-berbaris, outbound dan mengajarkan wawasan kebangsaan. Namun pernyataan

ini justru mgjmbulkan reaksi keras dari masyarakat melalui media,sosial, terutama
— "

o

N By B A=ay .
para peg|at‘-\|fl\;e\£ dan LSM, mé{ekg pgrqgggapan bahwi/?ylmana mungkin

organisasi semacafr*r’r#t—yang antikemajemukan dan—mémiliki daya rusak serius,

menjadi partner kerja TNI dalamgh ang kemudian Panglima TNI

memastikan bahwa program bela negara boleh diikuti oleh siapa pun warga negara
Indonesia. Tetapi harus sesuai dengan standard operating procedure (SOP). Artinya

yang menjadi permasalahan adalah latihan bela Negara tersebut melanggar standar

% Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan
Kesadaran Bela Negara Di Daerah, Pasal 18 ayat (2).

8 Kasus FPI latihan bela Negara ‘Akibat Ketidakjelasan Konsep’ (On-line), tersedia di:
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38551954 (11 Februari 2019).



https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38551954

operasional prosedur (SOP) di internal TNI, bukan karena latihan bela Negara
tersebut melibatkan ormas seperti FPI.

Pemahaman konsep bela negara sendiri masih kurang dipahami oleh
masyarakat awam, seringkali masyarakat mengalami kesalahpahaman mengenai apa
makna bela negara itu sendiri, Ketika masyarakat mendengar istilah bela negara,
maka seringkali yang terlintas dipikiran mereka selalu identik dengan militer.
Ditambah lagi ketika Kementrian Pertahanan dan Keamanan RI pernah
mengumumkan tentang program bela negara pada tahun 2015 lalu. Dimana nantinya
Kementerian Pertahanan yang memiliki tugas untuk menyiapkan pertahanan negara,
akan membentuk 45.000 kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota seluruh
Indonesia.®® Yang pada akhirnya keputusan ini banyak menuai pro dan kontra karena

banyak masyarakat awam yang lebih cenderung kemudian mengartikan program

=
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C. Kewajib%\\ﬁg_l\a Negara dalam Undang-Undang I\Lo/rﬁ/or/S Tahun 2002

tentang Pertahanan Negaka

tersebut setlaggi program wajib militer.

i

Indonesia sebagai bangsa yang majemk dan memiliki keragaman baik dalam
hal agama, etnis, suku, maupun kelompok, maka sangatlah penting bagi bangsa ini

untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dan eksistensinya agar

8 Kemhan Bentuk 4500 Kader Pembina Bela Negara Di 45 Kabupaten/Kota Seluruh
Indonesia” (On-line), tersediaa di: https://www.kemhan.go.id/2015/10/13/kemhan-bentuk-4500-
kader-pembina-bela-negara-di-45-kabupatenkota-seluruh-indonesia-tahun.html (11 Februari
2019).



https://www.kemhan.go.id/2015/10/13/kemhan-bentuk-4500-kader-pembina-bela-negara-di-45-kabupatenkota-seluruh-indonesia-tahun.html
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tetap terjaga dan terhindar dari segala macam ancaman, baik ancaman yang
datangnya dari dalam bangsa Indonesia sendiri maupun dari luar. Adapun
implementasi dari hal-hal tersebut dapat kita laksanakan dengan wujud bela negara.
Bentuk dari bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang
dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa
dan negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga
negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara,
kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional, dan nilai-
nilai Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar 1945 bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha

pembelaan Negara”. ol

=]

B,
Dalaﬁ\lz.lndang Undang Ni ﬁgr[#[]ahun 2002 tentang/ /eﬁahanan Negara
\
didalamnya telah dTa‘Eaf—tentang kewajiban bela negara dan pihak-pihak yang

»33&‘, -

dilibatkan dalam pelaksanan o'-—-: legara, sépe yangdlsebutkan dalam pasal 1 ayat
(2) bahwa “Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta
yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya,
serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total,

terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan

% Bentuk dan Wujud Penerapan Sikap dan Perilaku Bela Negara” (On-Line), tersedia di :
https://www.kemhan.go.id/pothan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikap-dan-perilaku-bela-
negara.html (18 Juni 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.” Dalam pasal
tersebut dapat diketauhi bahwa sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem
pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, dalam
penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1
ayat (2) sendiri yang dimaksud dengan semesta ialah pengikutsertaan seluruh warga
negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional, dan seluruh wilayah negara
dalam usaha pertahanan negara. Kemudian pada pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa
setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang
diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Adapun definisi warga
negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat (1) ialah “Yang menjadi
warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Dengan demikian

dapat d|S|mpquan bahwa seluruh warga negara yang sah menurut, undang-undang

/l"
berhak dan QO ikut serta dalamy/ L/pal%}f_q‘nggara ‘/7//
g

Pasal 2 menyatakan bahwa ki
pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran hak
dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri”. Adapun yang

dimaksud dengan keyakinan pada kekuatan sendiri adalah semangat untuk



mengandalkan pada kekuatan sendiri sebagai modal dasar dengan tidak menutup
kemungkinan bekerja sama dengan negara lain.*°

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Pasal 4 menyatakan bahwa “Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan
melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”. Yang
dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri
maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah
negara, dan keselamatan segenap bangsa.™

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya
bela negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1). Diselenggarakan melalui

a) pendidikan kewarganegaraan;

b) pelatl\an dasar kemiliteran @ FuH\ﬁ/_aJ ‘//’//

C) pengabdlan Se\bagm prajurlt Tentara Nasional Iﬁdefﬁesm secara sukarela atau

secara wajib; dan”

d) pengabdian sesuai dengan profesi.
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam hal keikutsertaan warga negara
dalam upaya bela negara dapat dilaksanakan melalui beberapa hal, baik secara fisik

maupun non fisik, secara militer maupun non militer, antara lain :

% penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 2.
%! penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 4.



Pertama, dengan pendidikan kewarganegaraan, Pendidikan kewarganegaraan
menjadi salah satu upaya penyelenggaraan bela negara hal tersebut sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa
Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi
manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.”

Kedua, contoh dari pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Pelatihan dasar
kemiliteran bukan hanya diikuti oleh TNI melainkan juga oleh para mahasiswa di
perguruan tinggi. Para mahawiswa tersebut mendapat pelatinan dasar kemiliteran
yang kemudian terbentuk dalam wadah organisasi Resimen Mahasiswa (MENWA).*

Ketiga, pembelaan terhadap negara dengan cara mengabdi sebagai prajurit TNI
secara sukarela atau wajib. Peranan TNI sangat pening dalam rangka membela dan

mempertahankan serta menjaga keamanan negara dan bangsa. Segenap prajurit TNI

harus siap (sedla untuk' terpanggil kapan dan dimanapun mereka grtugaskan untuk

menjaga, mé@KI negara dan bar/g%? [H(@nmok militer dan TI><| /ﬁllah yang sering

dipandang memlllkr%wajlban utama membela negafif”padahal kewajiban bela

usaha bela negara yang telah dilakukan oleh TNI sejak masa kemerdekaan adalah:

%2 penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Pasal 37.

% Agus Siswoyo, “Contoh Perbuatan dan Bentuk Usaha Pembelaan Negara” (On-Line),
tersedia di: http://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/bentuk-bentuk-usaha-pembelaan-negara/# (17
Juli 20192, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

* Agus Siswoyo, “Contoh Perbuatan dan Bentuk Usaha Pembelaan Negara” (On-Line),
tersedia di: http://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/bentuk-bentuk-usaha-pembelaan-negara/# (17
Juli 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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a. lkut serta dalam mempertahankan negara Republik Indonesia dari Agresi
Militer Belanda | Tahun 1947 dan Agresi Militer Belanda Il tahun 1949. Dan
dua kali Belanda gagal merebut kembali Indonesia.

b. TNI mempertahankan Indonesia dari berbagai gerakan separatis / gerakan
menuntut kemerdekaan wilayah / pemberontakan di awal kemerdekaan hingga
kini. Gerakan seperatis tersebut di antaranya Republik Maluku Selatan (RMS)
dan PRRI / Permesta di awal kemerdekaan dan Organisasi Papua Merdeka
(OPM) dan Gerakan Aceh Merdekn (GAM) yang baru berakhir ketika masa
reformasi.

c. TNI terutama Angkatan Darat dibantu oleh rakyat Indonesia melakukan aksi
bela negara dan berhasil menumpas Pemberontakan PKI / Komunis yang
berbasis di Madiun tahun 1948. Selain itu, TNI juga berhasil menumpas

korr(unls yang ingin menguasai Indonesia dengan menum as Gerakan 30

4 ‘
Septé\ er 1985, yang ken@rﬂ@‘ahlrkan orde baru. //)/

>

d. TNI juga berhasﬁ~memberantas Gerakan./ pembeféntékan DI/ Tll yang ingin

Keempat yaitu dengan upaya bela negara melalui pengabdian sesuai dengan
profesi, ialah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk

kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil

% «Contoh Bela Negara Oleh TNI dan Polri di Indonesia” (On-Line), tersedia di:
https://guruppkn.com/contoh-bela-negara-oleh-tni-dan-polri (17 Juli 2019), dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya®. Contoh
lain dari upaya bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi dalam bidang
pendidikan ialah program Indonesia Mengajar, yaitu sebuah program yang merekrut,
melatih, dan mengirim generasi terbaik bangsa ke berbagai daerah di Indonesia untuk
mengabdi sebagai pengajar muda di Sekolah Dasar dan masyarakat selama satu
tahun, penggagasnya Anies Baswedan, memulai gerakan Indonesia mengajar pada
tahun 2009 untuk menjadi lebih dari sekedar program, tetapi sebagai gerakan untuk
mengajak bersama masyarakat yang berikhtiar untuk ikut berperan aktif
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai wujud upaya melunasi janji kemerdekaan.®’
Kemudian masih banyak lagi contoh penerapan dari upaya bela negara melalui
pengabdian sesuai dengan profesi seperti antara lain, warga negara yang berprofesi
sebagai tenaga medis seperti dokter, perawat, tim SAR, PMI, dan bantuan sosial dan

perlindungan \r\nasyarakat lainnya. -

o

selor T el o4y ( " Rty | i
' ' ayat | (3) menyat t
e an}%n\y\i alam pasal 9 3) imenyatakan ba w/a/ Jﬁ%n uan mengenai
2 - .
Pendidikan kewargafegaraan, pelatihan dasar kemititeran wajib, dan pengabdian

sesuai profesi di atur dengan

1lc

aksud dari pasal tersebut ialah
keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara mengenai pendidikan

kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib, dan pengabdian sesuai profesi

% penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat
(2) hurufd.
9 “Indonesia Mengajar” (On-Line), tersedia di
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Mengajar (17 Juli 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah.
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sesuai yang telah disebutkan dalam pasal 9 ayat (2), hal tersebut di atur dengan

undang-undang.




BAB IV

ANALISIS KONSEP BELA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF

FIQH SIYASAH

A. Konsep Bela Negara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Pertahanan Negara
Berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh berkaitan dengan penelitian ini
dapat dikatakan. Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat
perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang atau suatu
kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara untuk kepentingan
mempertahankan eksistensi negara.

Hal serupa tentang pengertian bela negara juga terdapat dalam Undang-

e .

Undang Nomo§3\Tahun 2002 t%ﬁﬁ anan Negara, pédv% Pefnjelasan Pasal 9

ayat (1) yang b\’o@nym i “Upaya bela negara adalah S|kap dan/perllaku warga negara

yang dijiwai oleh Stvian Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara”.

Sementara itu Sistem Pertahanan Negara (Sishaneg) diselenggarakan dengan
memberdayakan seluruh sumber daya nasional yang setiap saat digunakan. Sistem
pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai

komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung,



kemudian Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter
menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama,
sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur
lain dari kekuatan bangsa.

Dengan kata lain bela negara atau sistem pertahanan negara Indonesia wajib
dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa, tidak hanya terpaku pada angkatan
bersenjata maupun lembaga pemerintahan, namun seluruh warganegara wajib turut
serta dalam upaya bela negara, baik itu yang berhubungan dengan fisik maupun non
fisik demi mempertahankan eksistensi bangsa dari segala macam gangguan secara

internal maupun eksternal.

B. Relevansi Konsep Bela Negara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
Tentang Pertahanan Negara Dengan Figh Siyasah

Jika [d“rrhat\ dari sudut pandang]flq,m3|yasah dlketabwbaﬁwa upaya bela

negara dalam\rkhgkka menjaga per a anan[ﬁjan“keutuhan suat;»ﬁ,egéra pada dasarnya

telah diterapkan Islam sejakszaman dahulu; hal terse

lembaga-lembaga pada awal merintah Islam pada masa Rasul dan
Khulafaurrasyiddin dan dibentuknya tentara dalam dua kelompok (murtazigah dan
Mmutatowwi’ah) tentunya hal tersebut relevan dengan konsep bela negara yang
diterapkaan di NKRI yang menempatkan TNI sebagai komponen utama dalam sistem

pertahanan negara.



Upaya bela negara dalam figh siyasah sendiri lebih dikaitkan dengan
pembelaan terhadap agama, hal tersebut dikarenakan antara fungsi religius dan fungsi
politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan, begitu juga dalam
praktiknya khalifah di dunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama
dan pemimpin politik sekaligus. Kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan di
kalangan pemikir modern bahwa Islam merupakan agama dan negara sekaligus,
sebagaimana antara lain dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa (al-islam din wa
dawlah). Kemudian ketika berbicara mengenai hubungan antara negara dan agama
menurut pendapat al-Ghazali. agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan
kekuasaan politik (Negara) adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan yang
erat; politik tanpa agama bisa hancur, sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik
dapat hilang dalam kehidupan manusia. Kekuasaan politik atau negara merupakan

penjaga bc-@l pelaksanaan agama. Karena itu, pembentukan pegara bukanlah

,_

didasarkan p@a pertlmbangan ras |d @d}l[j&n berdasarkan perlr,rt}h syar’i.

/‘/

\
Mencermarti ﬂ“&ﬁﬁberbagal uraian di atas S(—)Stl&ffflka kita kaitkan dengan

konteks Indonesia yang nta 7 yang mayoritas penduduknya
beragama Islam, tentu saja hal tersebut sejalan dengan konsep bela negara di
Indonesia yang masyoritas penduduknya memeluk agama Islam, kita harus tetap
menjaga eksistensi negara ini, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
dalam wujud upaya bela negara, agar ajaran-ajaran Islam yang telah ada di Indonesia

tetap terpelihara dan ada sosok negara sebagai penjaganya, tanpa melupakan

kemajemukan yang ada di Indonesia.



Dalam firman Allah telah dijelaskan tentang pembelaan terhadap agama dan
Negara, Al-Qur’an telah menggandengakan dua hal tersebut dalam Firman Allah swt

sebagai berikut :

B0 ol B 0h &R0 Ay oA 8 A Al e Bl & =)

wﬂ‘«;ﬁe%ﬁuaﬂ\ ) R L) A Gl ”‘\u\eé—d\\

B aulifs 2l oay B35 o KRR e 1y & e 0 épﬁu
9 & sallll

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap
orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula)
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan
sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan
mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk
mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka
mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8-9)

Dari makna ayat tersebut dapat dipahami bahwa pembelaan terhadap negara

sama dengan pembelaan kita terhadap agama. Susunan ayatnya diawali dengan

menjelaska ..b?ﬁlat baik denganf@kmﬁ&@tﬁml, menunjuk ba wa yang paling

utama adalah ber baik-itu_sendiri, perdamaian-dan_pes n. Akan tetapi jika

mereka memusuhi

maka secara tegas mereka adalah musuh. Dalam hadits sendiri telah dijelasakan

gjahteraan agama dan negara,

tentang penjagaan terhadap negara yang merupakan salah satu wujud dari
pelaksanaan bela negara itu sendiri.
Dalam konteks Indonesia sendiri untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat

mengancam negara seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah tersebut maka



dibentuklah suatu sistem pertahanan negara yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara.

Kemudian dalam pelaksanaannya sendiri sesuai dengan UU No 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara yang pada pasal 1 ayat (2) sebagai landasan hukumnya
berbunyi “Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta
yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah dan sumber daya manusia nasional
lainnya, serta dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah yang diselenggarakan secara
total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman.” Dalam pasal ini dijelaskan
bahwa Sistem Bela negara yang dimaksud melibatkan seluruh warga negara.
Kemudian dijelaskan lagi pada pasal 1 ayat (5): Komponen utama adalah Tentara
Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.
Kemudian pada Pasal 7 ayat (2): Sistem pertahanan negara dalam menghadapi
ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh
komponen cadangan dan komponen pendukung.

Jika melihat dari sistem pertahanan negara yang digunakan Indonesia yang
terdapat dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara, hal tersebut jika kita
kaitkan dengan sistem pertahanan dalam konteks figh siyasah, lebih tepatnya pada
zaman Rasulullah dan Khulafaurrasyidin memiliki kesamaan, dimana pada masa itu
sendiri memiliki tentara dan dibagi menjadi dua kelompok; Militer murtazigah dan
Militer mutatowwi 'ah, Militer Murtazigah adalah militer yang secara resmi diberikan

gaji tetap oleh negara. Kemudian Militer Mutatowwi 'ah adalah militer semesta atau



militer sukarela yang dijadikan sebagai cadangan jika negara dalam keadaan bahaya,
terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Mereka memasuki kelompok tentara
ini atas dasar kesadaran dan kemauan dalam rangka ikut serta mempertahankan
negara dari pasukan asing, artinya disini sistem yang digunakan merupakan sistem
pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, meskipun
dalam konteks Indonesia sediri dalam menghadapi ancaman militer menempatkan
TNI sebagai komponen utama, warga negara dalam keawajibannya turut serta dalam
upaya bela negara dapat dilaksanakan melalui beberapa hal, baik secara fisik maupun
non fisik, secara militer maupun non militer.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Pasal 4 menyatakan bahwa ‘“Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan
melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Hal tersebut
juga sejalan dengan tujuan jihad yang beberapa di antaranya: Untuk mencegah
ancaman musuh, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Asfahani, secara terminologis
jihad berarti mencurahkan kemampuan untuk menghadapi musuh. Musuh yang
dimaksud bagi orang Islam di antaranya ialah musuh yang terliahat, yaitu orang-
orang kafir (Q.S. An-Nisa’/4: 11), musyrik, munafik, dan pengacau; dan musuh yang
tidak terlihat, yaitu setan (Q.S. Al-Isra’/17: 53) dan hawa nafsu dan mencegah
kezaliman. Kemudian Untuk mencegah kezaliman, Secara umum, kezaliman berarti
berbuatan yang melampaui batas, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan

kebebasan, yang dilakukan oleh seorang yang bukan haknya. Kezaliman merupakan



suatu tindakan yang tidak dibenarkan Al-Qur’an. Salah satu sebab jihad (perang)
diizinkan Allah swt bagi orang Islam, karena mereka dizalimi oleh orang-orang kafir.

Dijelaskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9
ayat (2) bahwa keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara dapat
dilaksanakan tidak hanya dengan hal-hal yang berbau kemiliteran dan fisik, namun
penyelenggaraannya dapat juga dilakukan dengan cara non fisik seperti Pendidikan
kewarganegaraan yang di dalamnya sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran
bela negara salah satunya dengan cara membentuk peserta didik menjadi manusia
yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jika kita menganalogikan antara
pelaksanaan bela negara dengan pelaksanaan konsep jihad keduanya memiliki
kesamaan, dalam konsep bela negara yang ada di Indonesia dalam pelaksanaannya
dapat dilaksanakan melalui beberapa hal, baik secara fisik maupun non fisik, secara

militer maupun non militer.




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam berbagai penjelasan
di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Konsep bela negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara dalam penyelenggaraannya telah dijelaskan dalam pada pasal
1 ayat (2) yang berbunyi, “Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan
yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber
daya manusia nasional lainnya, serta dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah
yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk

menegak_lgn kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan kesgl):-rmatan segenap

\ _:\ ,-‘f7 P /\\ /./ — /
bangsa da{l\.aﬁaman. ) A (AN // //

dang=figh siyasah sendiri lebih

i
2. Kemudian upaya~beta negara dalam sudut pan

= -~

dikaitkan dengan peba a atau bisa disebut dengan istilah

jihad, hal tersebut karena fungsi religius dan fungsi politik dalam Islam tidak
dapat dipisah-pisahkan, pada kenyataanya sendiri Kkhalifah di dunia Islam
mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus.
Adapun bela negara atau pertahanan negara relevan dengan Figh siyasah, hal
tersebut dibuktikan bahwa dalam sejarah Islam konsep pertahanan negara telah

ada pada masa awal pemerintahan Islam (pada masa Rasul dan



KhulafaurRasyidin), hal tersebut terbukti dengan dibentuknya lembaga-lembaga
seperti komandan militer, komandan divisi militer disebut Amir, yaitu amir al-
Jaisy atau amir al-Jund di awal pemerintahan Islam, dan terbentuknya kelompok-
kelompok tentara yang salah satunya merupakan militer semesta yang melibatkan
kaum muslimin di dalamnya secara sukarela untuk menjaga pertahanan dan
keamanan negara. Terlebih agama Islam mewajibkan kepada umatnya untuk
senantiasa mencintai negara dan bangsanya, hingga terdapat ungkapan populer
yang mengatakan “Hubbul wathan minal iman” (Cinta tanah air sebagian dari

iman).

B. Saran
1. Saran ditunjukkan kepada pemerintah agar dapat memberikan pemahaman

dalam bentuk sosialisasi atau lainnya yang lebih mengenai konsep bela negara

\

terhbdaﬁ?qasyarakat hal Ue/{f t Igarena masih kurang'nya }Bemahaman dan
serlng\%al:te \Jadl kesalahpa aman mengenal apa makaafﬁﬁl/ a negara itu sendiri

S

di masyarakat.

2. Saran ditunjukan kepada masyaraka agar tidak mudah terprovokasi oleh
paham-paham radikal yang mengatasnamakan jihad, Karena sejatinya jihad
tidak selalu dimaknai dengan kekerasan dan mengangkat senjata, apalagi
sampai mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah, karena

sesungguhnya Islam merupakan agama yang rahmatan lil ‘alamin.
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PRESIDEMN
REPUBLIK IMDOMESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG
PERTAHANAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa
Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang
mer pEkTm\usaha untuk mewujudkanasatu kesatuan pgrtﬁﬁan n negara guna
menc':,apa_;“\l“ ‘tujuan nasional, yai m-\hqelindungi segerfar)jba,ﬁgsa dan seluruh
tumpa\tlm larah - Indonesia‘ jukankesejahteraan _umum, mencerdaskan
kehidupan- angsa dan-ikut serta melaksanakan ketertiban“dtinia yang berdasarkan
kemerdekaan, pTe‘_r\aa_maian abadi, dan keadilan sosial;,

bahwa dalam penyei€nggaras ;«&;‘E% etiap warga negara mempunyai
hak dan kewajiban untuk®

e

kit serta dafam upaya pembelaan negara sebagai
pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk
hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera;

bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara,
mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan
prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan
hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional,
serta prinsip hidup berdampingan secara damai;

bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara



Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik
Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong
oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga
Undang-Undang tersebut perlu diganti;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, ¢, d, dan
e perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pertahanan Negara;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat
(3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI Nomor:
VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

e A
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MenetapkaniUNDANG-UNDANG TE RTAHANAN NEGA(‘%? y
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~KETENTUAN UMUM

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara,

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap
bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang
melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta
dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu,
terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan
keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan
kebijakan pertahanan negara.



4. Pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan
kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian
pertahanan negara.

5. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk
melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

6. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk
dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan
kemampuan komponen utama.

7. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen
cadangan.

8. Sumber daya nasional adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan
sumber daya buatan.

9. Sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara
yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan
negara.

10. Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya
gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.

11. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat
digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam
rangka mendukung kepentingan nasional.

12. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.

13. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.

15. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.

16. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan
Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
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Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang
penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara
serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Pasal 3

(1) Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,
kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan
kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

(2) Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai
negara kepulauan.



Pasal 4

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala
bentuk ancaman.

Pasal 5

Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.

BAB Il
PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

Pasal 6

Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan,
daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Pasal 7

s .
Q) PertahaI‘nan:nggara, sebagaimqﬁ}l di aksﬂs. Ud dalam Pasal Qf:-gise}lenggarakan oleh
pemerintah d&d’&ersiapkan secaraZdrﬁE @I emgén istem pertahanan ne@/a;é.

[V, P
(2) Sistem pertahanan-hegara dalam menghadapi_ancaman=ffiliter menempatkan Tentara
Nasional Indonesia sebagai en utama-den idukung oleh komponen cadangan
dan komponen pendukung“ < e

(3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan
lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk
dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan
bangsa.

Pasal 8

(1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya
buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui
mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.



(2) Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya
buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung
dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

(3) Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2), diatur dengan undang-undang.

Pasal 9

(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang
diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

(2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), diselenggarakan melalui:

a. pendidikan kewarganegaraan;
b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;

c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara
wajib; dan

d. pengabdian sesuai dengan profesi.

(3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara
wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

Pasal 10 e
gz
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(1) Tentara Nﬁi‘@@lndonesia berper @a@ﬁﬂ%‘gt pertahanan N(?a’ﬁréesatuan Republik

Indonesia. y

T SoR9% - B
(2) Tentara Nasional Indonesia-terdiri atas Angkatan t, Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara. - - <

(3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk :

mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan

ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan
internasional.

oo

Pasal 11

Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan
negara diatur dengan undang-undang.



BAB IV
PENGELOLAAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA

Pasal 12

Pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara
ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mendukung kebijakan nasional di
bidang pertahanan.

Pasal 13

(1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan
negara.

(2) Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi
perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara.

Pasal 14

(1) Presiden berwenang dan bertanggungjawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional
Indonesia.

(2) Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi
ancaman bersenjata, kewenangan Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

langsung m nﬁ‘e‘rah\kan kekuatan Ten}ara Nasignal Indonesia. /,-—.

\ W | A L'rzl\\ y 4
(4) Pengerahéﬂ\EQgsung kekuata tata-Nastonal Indonesia ,s’e_ba/gaimana dimaksud
dalam ayat (3), Presiden _dalam-waktu paling lambat 2-X 2_Af_,(_d#1.@4x/aﬁ’dua puluh empat) jam
harus mengajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
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(5) Dalam hal Dewan Perwakilan“¥®akyat tid

(3) Dalam ;eadaan memaksa untuk menghadapi ancaman bersenja@J Presiden dapat

enyetujui pengerahan, sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), Presiden menghentikan pengerahan operasi militer.

Pasal 15

(1) Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2), Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional.

(2) Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai
penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan
segenap komponen pertahanan negara.

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Dewan Pertahanan Nasional mempunyai tugas :



a. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar
departemen pemerintah, lembaga pemerintah nondepartemen, dan masyarakat
beserta Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab
masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

b. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen
pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi.
C. Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan.

(4) Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh
Presiden dengan keanggotaan, terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan
hak dan kewajiban yang sama.

(5) Anggota tetap terdiri atas Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri,
Menteri Dalam Negeri, dan Panglima.

(6) Anggota tidak tetap terdiri atas pejabat pemerintah dan nonpemerintah yang dianggap
perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi.

(7) Anggota tetap dan tidak tetap diangkat oleh Presiden.

(8) Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 16
(1) Menteri memimpin Departemen Pertahanan.
(2) Menteri T@bantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum perLaJ(Tanan negara.

(3) Menteri men apkan kebijakan t nl/ @l‘[}ﬁfeﬂggaraan pertahanaah }egara berdasarkan
kebijakan umu dltetapkan Presiden. / o
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(4) Menteri menyusun bukue
bilateral, regional, dan inte fae

(5) Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia
dan komponen pertahanan lainnya.

(6) Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan
sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan
oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.

(7) Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta
menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional
untuk kepentingan pertahanan.

Pasal 17



(1) Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima setelah mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Pengangkatan Panglima, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat dari perwira
tinggi Tentara Nasional Indonesia yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf
Angkatan.

(3) Presiden mengangkat dan memberhentikan Kepala Staf Angkatan atas usul Panglima.

(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima dan Kepala Staf Angkatan,
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Presiden.

Pasal 18
(1) Panglima memimpin Tentara Nasional Indonesia.

(2) Panglima menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan
profesi dan kekuatan militer, serta memelihara kesiagaan operasional.

(3) Panglima berwenang menggunakan segenap komponen pertahanan negara dalam
penyelenggaraan operasi militer berdasarkan undang-undang.

(4) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen
pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara
Nasional Indonesia.

e Pasal 19 s /]

Dalam mend Va‘s bentuk dan $|f§j ] Eﬂaﬁ nonmiliter. di Kjay Wéwenang instansi
pertahanan, p gulangannya di ofeh pimpinan |nstazﬁsy§esua| bidangnya.
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BAB
PEMBINAAN KEMAMPUAN PERTAHANAN

Pasal 20

(1) Pembinaan kemampuan pertahanan negara ditujukan untuk terselenggaranya sebuah
sistem pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

(2) Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam
dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan
kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



(3) Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan,
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang selanjutnya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 21

Pendayagunaan segala sumber daya alam dan buatan harus memperhatikan prinsip-prinsip
berkelanjutan, keragaman, dan produktivitas lingkungan hidup.

Pasal 22

(1) Wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan pertahanan
dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan.

(2) Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan
permanen ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pemerintah melakukan
penelitian dan pengembangan industri dan teknologi di bidang pertahanan.

(2) Dalam menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mendorong
dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan.
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samyerhadap pelaksanaan kebijakan

e

lakukan peng

umum pertahanan negara.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta keterangan tentang penyelenggaraan dan
pengelolaan pertahanan negara.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 25

(1) Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



(2) Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara,
mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen
pertahanan lainnya.

BAB VIlI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan tentang
pertahanan negara yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku selama peraturan pelaksanaan
yang baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu
tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 27

Organisasi atau badan yang merupakan unsur penyelenggaraan pertahanan negara yang
sudah ada tetap berlaku sampai dengan diubah atau diganti dengan organisasi atau badan
baru berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

(\'\-\ Pasal 28 ,-.J
\ W ar
Pada saat ml){g erlakunya Unda J—Lhwlsnaka Undang- Ugd/ayg Nomor 20 Tahun

1982 tentang Kef entuan- Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik
Indonesia (Lembaran “lﬁara Republlk Indonesia .. Taharm =1982 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3 babh dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1988 tentang Pérub ¥ dang Nomor 20 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3368), dinyatakan tidak berlaku.

]

Pasal 29
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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ttd
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,
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Edy Sudibyo




